GUBERNUR GORONTALD

FERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALD
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALD,

Menimbang | babwin untul melnksanakan Ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolann Barang
Milik Negara/Daerah sebagmimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntalh Nomeor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan  Ates
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik: Negara/ Daerah dan ketgntuan dalam Pasal 511 ayat
1) Peraturan Mentorn Dislam Negen Nomor 19 Tahun 2016 wentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeraly, perlu membentuk
Peratumn Dacrah tentang Pengelalaan Barang Milik Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayal (6] Undang-Undang Dasar Negora Republik

Indonesia Tabun 19435:

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 testang Pembentukan
Provingi Gorontale (Lemboran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Nepara Repuhlik
Indamestn Nomor S06();

a4 Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentong Keuangan
Negarn  (Lembaran Negum  Republik Indonesio - Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negam Republik’ Indonesia
Momor 4286},

4. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendahnrma
Negars (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 5, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia
MNomor 4355
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5. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2014
Nommor 244, Tambahan Lemboran Negarn Republik Indonesin
Nomor 56587 sebagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir
denigan  Undong-Undang Nomer 1 Tehun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antarg  Pemenminh  Pusar  dan
Pemenintahan Doerah [Lembaran Negara Republik Indonesias
Tahun 2022 Momeor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6T757);

7. Peraturon Pemerntnh Bomor 27 Tabum 2004 lentang
Penpelolaam Barmng Milik Negara/Déerahy (Lemboran. Negacn
Fepublik  Indonesin Tahun 2014 Nomor 92, Tambabian
Lembaran Negmra Republik Indonesia  Nomor  5333)
schagaimang  telah diubah  dengan  Pematiuran. Pemenintahb
Nomor 28 Taohun 2020 tentang Perubahon Atee Permturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republbik Indonesin
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Mepara Republik
Indonesin Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Kecangon Deerah (Lembaran Negarn Republik
Indonesta Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Repuhblik Indenesia Nomor 6332):

9. Peraturom Menteri Dalamy Negeri Nomor 80 Tahun 2015 temang
Pembentiikan Produk Hukism Daerah [Berita Negara Bepuhlik
Indonesia Tahuan 2015 Nomor 2036) schagaimana telah diubab
dengan Peraturan Menters Dalam . Negeri Republik Indonesia
Nomory 120 Tahun 2018 tentang Perubshan Atas Peraturarn
Menteri Dalam  Neperi Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentuban Produk Hukum Daermh (Berdta Negora Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157},
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noemor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pepgeloinan Barang Millk Daerah  (Berita Negsra
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347);

11, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penvusutan Barang Milik Daerab [Berita Negoran Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor [D4);

12. Persturan Menteri Dalam Nepen Nomor 63 Tabon 2020 tentang
Pedoman Pembenan Insentil dan/atau Tunjangan Képada
Pejobat Atau Pegaiwnl Yang Meiaksanakuan Pengelolison Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahon 20620
Nomor 870k

id. Peraturan Menteri Dolam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanoan Pembuluan, Inventarizasi, Dan
Fl':lnpnmn Etl:ll.'l'l'lu Milik Daerab (Berita Huguru Hl,-.I'nJ:hH;t
Indondzia Tabun 2021 Nomor 1076

Diengan Parsetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTAL

MEMUTUSKAN:
Menetapkan ;1  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIE
DAERAH.

BAE |
KETENTUAN UMLIM
Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini. vang dimaksud dengan:

.. Pengelolaan Barang Milik Dasmhb adalah kerelurchan kegintan
vang meliputi perencanaan  kebutuhan dan  penganggaran,
pemeliharann, penilnian, pemindabianganan, pemusnahan,
penghapusan, penataisahasn dan  pembinnn,  peogassean
dan pengendalinn.
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Barang Milik Ei.:i'hh adalalh semua barang vang dibell atou
diperoleh atas beban AFBD atau berpsal dan perolehan lainnya
yvang sah.

Dacrah adalah Provinst Gocontialo.

Pemerintah  Daprmh  adalah  Gubemur sebagu unsur
penyelenggarn Pemerintahan Dacrah yvang  memimpin
pelaksarman Urusan Pemenntaban yang menjad) kewenangan
Dasrah atonem.

Gubemur adalah Gubernur Gorontado,

Pemepang kekuaesan Pengelolaan Barang Milik Dacrah adalah
Gubermur.

Dewan Pérwankilan Rakyat Dacrah Provinsi Gorodtalo  vang
selanjutnya disebut DFRD adalah DFED Provinsl CGorontalo.
anp'ln-ll 'Harl.nu Mihk Daernh g !lDE]HI'IJl,ﬂ.I‘IJ'I dlrmehid
Pengeiola: Barang adalah  pejabal  yang  berwenang . dan
bertanggung jawab melakukan koordinnsi pengelolann barang
milik daerah,

Perangkat [aemb adalah unsur pembaniu Gubemur dan
DPFRED dalam penyélenguoman Urosan Pemenniahan  yang
menjd] kewenangan Dasmh.

Pejabat Penatausshaan Barang sdalah  Kepala Perangkat
Dagrah  yang mempunym fungm  pengelolsan Bamng Milk
Daerah selaku pejabat pengelala keuangan daerah.

Pengguna  barang adalnh  pejabar  pemegong  kewenangan
penggunaan Barang Milik Dacrah.

Umit.  Kera o adalah bapian  Perangkat Dacrah yang
melaksanakan sntu atpu beberspa program

Anggaran Pendapatan dan Belanja Doerah yang sclanjutnya
disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerab
vang ditetnpkan dengan Peraturan Daerah.

Kunsn Pengguna Barang Milik Daerah selanjotnva disebur
Kuasa Pengegoana Boarang adalah kepala unit Eecja atan pejabat
yvang ditunjuk oleh Penggunn Bamng untuk mengpunankan
Barang Milik Daerah  voang berndu dalam  penpgusssanmms
dengan scbakk-balknyva.
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Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat vang
melpkzanakan fungel tatp vsaha Bareng Millk Dacvaly pada
Pengguna Barang,

Pengurus Barng Milik Daerab yang sclanjutiya  dischut
Penigurus Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsionol
umum yang dizerahi tugas mengurus barang.

Pengiirus Barang Pengelola sdalnh pepabat yang diseraba tugas
menerima, menyvinpan, mengeluarkan, dan menatausahalkan
Barang Millk Dasmah pada Pefabal Penatausahsan Barang,
Pengurus Barang Pengguns adalah jabatan fungsional wmam
vang discrabi  [ugas menerima,  menyvimpan,  mengelaarkan,
menatausahakan Barang Milik Dagsrah pada Pengguna Barang.
Fembantu Pengurus Barang Pengelola adatab pengums barang
vang membant dalum penyinpan admmistoa madpun tekoms
penatavsahaan Barang Milik Daerah pads Pengelola Barang,
Pembaniu Pengunis Barang Pengguna adalah petigunis barang
vang membantu dalam pmylapan administras maupun teknis
petatausabaan Barmng Milik Dacrab pads Pengpuns Barang.
Perpurus Barang Pembantu adalah ang  disernbn  tugas
menerini, menyimpan, mengeluadkan, menatausahakan das
mempertanggungjawablen Barang Milik Daerah pada Huass
Pengguna Barmng.

Penilay  aclalah  pihak  yang melakukan  penilman  secara
independen berdasarkan komperens: vang dimifdanya.
Penilolan adalabh proses kegintan untuk memberikan suatu
apinl pilm atas sunta abjek penilalan berupa Barang Milik
Daerah pada sat tertenin.

Penllni Pemerintaly adalah Penilal Pemerintah Pusat dan Penilai
Pemerintah Daerah,

Perencanaan Kebuivhan adalah Replatan merumuzkan rineian
kebutnhan  Barnng  Milik Daerah  wunmk  menghubungkan
pengodann barang yvang telah lali dengan keadaon yang sedong
herjalan sebapgnl dasar dalnm melnkukan rindakan yang akan
dutang,
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Réncana Kebutuhen Borang Milik Dacrah vang sslanjutnya
digingkat RKBMD adafah dokumen perencanaan kebutuhan
Barang Milik daerah untuk pertode | {satu) tahun.

Standar Barang adalah lp::i.ii.'ukﬂﬂu Barang yang ditetapkan
sthaga acuan penghitungan pengadaan Barang Mililk Dasrah
dalam perencanpan kebutuhan,

Penggunaan adalah kepatan yang dilakokan oleh Pergguns
Barang dalaom mengelols dan ménatausahalkan Barang  Milik
Dasrah yang sesuni dengan tugas dan [ungsl Ferangicat Daerah
yvang bersangkutan.

Pemanfantan adalah pendayagunaan Barang Mikk Dagrah vang
tidek digunakan untuk pénvelenggorann tugas dan fungai
Ferangkat Daerah darnfatau optimallzasl Barang Millkk Daerab
denpan fidak mengubah sintus kepemilibon.

Scwa adalah pemanfaatan Barang Milik Dacrah ol¢h pihiak lain
dalam |angka wakiu tertentu dan mencrima mbalan uang
turai

Pijarn Pakai adalah penyerahan pengeunasn barang antars
Pemeriniih  Pusat  dan  Pemwrintah  Daemb alayd anlor
pemerintal  doaerah  doalom  pogka waktu  tertentu  tanpa
menerima imbalan dan setelab jangka waktu tereebut berakhir
diserabkan kembali kepada Gubernur,

Bers Samea Pemanfantan vang selanjuinya disnghkat KSP
acdnlah pendoyagunann Barang Mibk Daerab oleh pibale loin
dalom jangkn waktu tertentu dalam rongka peningkstan
pendapatan dasrah atan sumber pembiavaan lainnyva.

Bangun Oung Seeah yang selanjutnys disingkat BGS adalah
pemanfaatan Barang Millk Deecrah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendinkan bangunan dan/atag  sarana
herikuot fasilitzenyva, kemudian didayvapunakan oleh pibak Lain
tersebut dalam jenpka wakta tertentu vang telah dicepaloati
untul selanjutnye discrahkan kemball tanah beserta bangunan
dan/atau  garana  bherikul fasilitnsnva serelah  bemakhirnya
jamighen waktui,

Bangun Serah Quna yang selanjutnys disingkat BSG adalab
pemanfantan Barang Milik Dasrah berupa tanah oleh plhak
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lain  dengan ¢arn mendinkan bengunan dan/alog  sarana
berikut  fasilitaenyva, dan setelah  seleenl  pembangunanmys
dizerabkan untuk didayagunakan oloh pihak lain  tersehut
dislam janghka waktu tertentu yang discpakant.

Kerjo Bama Penvediosan Infrostruktur  yvang  selanjutnyo
disingkar K5P1 adalah kenpeama anmara pemerimiah dan badan
usahs vntuk kegiatan penyediaan mfrastruktur sesam dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penangaung  Jawoab Proyek Rerjiasama Yang  selanjutny
dizingkat PJPK -adalah Gubermur atou Badan Usaha Milik
Dacrah zchagai penyedia alau  penyveleoaggara ofrastoukiue
berdasarkan peraturan perundang-undangoan.
Pemindahtanganan adalah  penpaliban  kepemilikan Barooog
Milik Daerah.

Penjuniag adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
kepada pihak laln dengan menerma penggantan dalam bentuk
Ang.

Tukar Memukar adalnh pengaliban kepemilikan bsrang mihk
tdacrmh Sung dilnhkulan anlam  pemernital  pusuat dengan
pemerintal doerah, antor pemerintab daeraly, aragl antors
pemerintah  daesrab dengan pihak Inin, dengan  menerima
penggantian utama  dalnm  bentuk  barong, paling  sedikit
dengan nilal seimbang.

Hibah adalaly pengalihan kepemiikan barang dan Pemnerintab
Pusat kepodo Pemenntoh  Docrah. antar pemermtah dacrah,
atau  dart Pemenniah Daerah  kepadn pihak  lain,  tanpa
memperale b pengrention,

Penyeriaan  Modal Pemerintah  Dacrah - adalabh  pengallhan
kepemilikan Barang Milik Dacrah vang semula menapakan
kekkavaen yang tidlak dipieshkan memjadi kekayaan vang
dipisahkon untuk  diperhitungkon  sebagal  modal /sahom
Daerah pado Badan Usaha Milik Docrah.

Pemusnahan adalah rindakan memuanahkan fisik danfat
kegunman Barang Milik Daerah,
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Penghapusan adalah  tindakan menghapus Barang Milik
Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dar
peiabat - vang berwenang  untuk  membebaskan  Pengrlola
Barang, Penggpuna Barang dan/atau Kusss Pengguna Banang
dan tanggung jawab administrasi dan fisik atas borang yang
berada dalam penguasaannya,

Pengamanan Barang dan Asel adainl kepatan vang dilakukan
dalany. bentuk pengamanan sk, pengamanan oadministratil
dan tndaken uwpaya hukum,

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan vang - meliputi
pemibukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Dacrak
sesual dengon ketentuan peraturan perundang -undangan.
Inventarisasi adalah kegiaton untuk melakukan pendatnan,
pencatatan, clarn |:|r|.;|r.rr.|ru.n Tl Pl,'.'nl:ll'l.‘l'.lll:l‘l‘l rh!'l!"lﬂ_ Bl iTake
Dacrah.

Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah vang merupakan
bulkdii kepemilikan atan Bamng Milik Daemsh,

Daftar Barang Milik Daersh adalab daftar vang memuat data
siclurih Barang Milik Daerah.

Daftar Boarang Penggons adalab dafiar yang memuar dats
barang milik deerah yang digunakam olch masing-masing
Pengguna Barmng.

. Daftar Barang Kuasa Penppuna adalah daftar yang memunt

dara Barung Milik Daernh yang diriliky oleh - masing mosing

51.

53,
o,

Euasn Pengguma Barang.

Rumah Negara sdalah bangunan vang dimilitki Pemerintah
Dasrah dan berfungsi sebagsi tempnt bingesl afsn hoanian dan
sarana pombinaan ke¢huarga serta menunjang  pelaksanban
tugns pejabat dan fatau pegawal neger] sipll Pemenintal Dacrab
vang bersanghutan.

Pihak Lain asdaloh pihak eelain Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Barang Milik Dacrnh ndalah sistem berbasis

aptikkaat  teknolog  vang  dikembangkan  Dherah untok
mendukung tercaprinya Penpelolaan Barang Milik Dacmh vang

terinuegrasi.
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Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Dacrab dilaksanakon berdasarkan asas:
a. fungsional;

b, kepastinn hukum,;

£. transparans;

d. ehisiensi;

e. akuntabilitas; dan

f. kepustion nilal.

Pasal 5

Pengulolasn Bamng Milik Deerah bertujusn:

a. memberikan kepastian hokum dalam penpelolaan Barang Milik
Daoerah; dan

b, mewwupudkan terith adminsstras dalam Pengelolaan Barang Milik
ek

Pasal +

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. prinbat pepgeiola Barang Milik Daerah:

b perencanaan kebutuhan dan pengangus ran;

€. pengadaai:

i, penggunaan;

e, pmAntamtnn;

I pengamanan dan pemeliharnsn,

g perdlaian;

h, pemindahtangamnn;

i pemwanahang;

). penghapusarn

k. tata cora pelaksanann pembukuan, inventansasi, dan pelaporan
Barang Milik Daerah;

L pembinaan, pengawasan dan pengendalinn;

m.pengelolaan Barang Milik Daerali pads Perangkat Dacrah yvang
mengnunakon poln pengelolaon kevangan Badan Layvanan Umum
Dacrah;

0. Barang Milik Daerah berupa rumah negara;

o, Pemiberian inséntif dan tunfangan:

Enbadiin

U FTE R, 17 Tahat SO0E Vol Bdat 1
T e A T T e sl b Ly RS O s, e st bk’ Juso pang en ©

Eratgrnan ind it detancimtang oni s vigsronk serggoneban ekt slgkmen drjorbi o B8
g by doprieah pr gyl mmﬂuhﬂhmhﬂiﬂﬂmlmﬂmpﬂhilh




r|_1“"_.

P Sistem Informasi Barang Milik Daerah,
‘g pendanasn; dan
. gantl g dun sanksd.

Pasal 5
Barang Milik Dasrah melipur;
. Barang Milik Dagrah vang dibell atag diperoleh atas beban
APBD: atau
L. Barang Millk Doeerah yong bernsal dori perelehan lainnya yvang
eah.
Pazal 6

(I} Barang Milik Dacrah sebagaimana dimaksad dalam Pasal 5
dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan plnjaman
utny diserahkan kepals Pihak Lan sebagni pembavamn otas
tagihan kepoda Pemerintah Dacrah.

(%] Barang Milik Daerali sebagaimana dimaksud doalam Pasal 5
tidak “dapat disitn sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

Pasal 7

(I} Barang Milik Doerah yang dibeli atan diperoleh sins beéban
APBD gebagnimana  dimaksud dalam Pasal 5 hurof a,
dilengkam dokumen pengasdan.

(2} Barang Milik Daerah yang berazal dan perolchan lamnya vang
sah sebagaimann dimakswd dolom Pasad 5 burof b, dilenghapi
dokumen pemlehan.

() Barang Milik Daerabh sebagaimana dimaksud pada avat [1) dan
wyat (3} bersifor borwujud moupun tdak beranajud.

Pasal H
Barang Milik Daerah vang berasal dari perolehan lainnya vanpe sah,
myekipati:
0. barang yang diperoich dan hibah/sumbangan otay yang scjenls;
h, barang wvang  diperoleh sebaghl pelakannaan dan
perpnjinn fkonteak;
c. bhwrang yang: :Ilpuniéh berdasarkan  lkeleniuan  peraturan
perundang-undangan;

Enbadiin
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d. barmang vang diperoleh berdasarkan putusan pengodilan vang
telabh mempunyal kekuatan hukum tetap, at

c. bamang vang diperoleh kembali dard  hasll  divestasi  atas
penyertann modal Peroermtah Dacral.

Pasal 9
Barang vang diperoleh  dari  hibah /sumbangan  ataun  scfrmis
sebugmmana  dimaksod  dalion Paxal 5 bhorafl s mselipats

hibahfsumbangan atau wveng sejenis dafd  negara/lembaga
intemasional sesun perataran perundang-undangan

Pazaal 10
Barang yvang dipereleh sebagai pelaksanann dard perfanjian/kontrak
gehagaimana dimaksud datam Pasal 8 huraf b antar lain berasal

dari:

a. kontrak Karva;

b. konirok bagl hasil;

c  kontrok kerjasnmm;

d.  porjanjin dengan negar laind lemboga intermasional; dan

e, Kerjosamy Pemerintah Daeral dengan bedan ussha  dalom

penyediann Infrastruktuar.

BAR U
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Bagian Kesaru
Pemegong Kekussann Peogeloloan Barang Milik Dacrah
Pazal 11
(I} Oubermir adalah pemegang kebuasaan pengeloloan  barang
milik dacrah.
(2 Pemegang Kekuasaan Pengelotaan Barmng  Milik Daerah
berwenang dan befangungjawab dalam:
o menstapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. menstopkan PEREERTIANTY, pemanfaatan, atou
pemindantanganan Barang Millke Daerah berupa tanah
dan /stin banguanan;

¢, menetapkan  kebijakan pengamanan  dan  pemeliharann
Barang Millk Dasrah;
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d. menetapkan peiabat  vang mengurus  dan  menvimpan
Barang Milik Daembh;

e, mengajukan wsul pemindabtanganon Bamog Milik Dacrab
yang mémerhikan persetujuan DPRD:

f. menvetgiul usul pemindabtanganan, pemusnahan, dan
penghopusan Berang Milik Daerah;

g. menvelyul usul pemanfaatan Barang Mibk Daerab berupa
sebagian tanah danfataw bangunan dan  selain tanah
dan/ atoy Danginan; dan

h. menyetujul veul pemaninatan Barang Milik Daerah dalam
bentuk kegazama penvediaay infrastrukiur.

13 Dalam melaksanakan  wewenong dan  tanggangjuwab

sebagabmana dimaksud pada ayvat (2], Pemepang Kekoasaan
Pengelolann Barnng Mihk Daemh dibantu:

8. Sckretaris Dacrah selalou Pengelola Barang;
b, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyal fungsd
Pengeiolaan  Barang  Milik Daerah - selaku Pejabat
Penatausahaan Barang;
Kepala Perangkil Daerah selaku Pengguns Barmngs
d. Pejabar Penatausahnan Pengguna Barang: dosn
. Penguras Barang Milik Daerah, yang terdin dari:
1] Penguras Barang Pengelola;
4) Pengurus Barang Pengguna; dun
3] Pengurus Barong Pembanm,

Haman Redus
Pengelola Rerang Milik Dacrah
Pasal 12
Sekretaris Dacrah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksiad
pada 11 ayst (3) huraf a, berwenang dan bertangpunginwa b
o, menelii don menvetujul rencona kebutuhan  Barang  Milik
Daerah;
b, menelit dan menyetjul FEOCANA kebutvhan
pemeliharman /peravmtan Barnng Milik Dacrah;
. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Dacrah yang memerlukan persetujuan Gubernur,
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e 13...
d. mengatur pelaksanaan pénggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
than penghapusan Barong Milik Daeral,

e. mengatur pelaksansan pemindabtanganan Barang Milik Dacrab
yang telah disetujuil oleh Gubermur atan DPFRD;

{. melakukan keordinasi dalam peloksanaan Inventansas) Barang
Milik Dagrah; dan
g melkukan pengowasan dan  pengendabian atas  Pengelolasn

Barang Milik Dacrah.
Bagian Ketiga
Pejabat Penatausahaan Barang
Pasal 13

(1} Kepala satuan kena perangkat daerab vang mempunya fungsi
pengelelaan barang milik daerah selaxu Pejabat Penatausahaan
By

12 Pejabai Penatausahaan Barang schogaimana dimoksud dalam
pacda ayvat (1] ditetapkan denpan Keputusan Gubernur.

(3 Pejabat Penatsosahann Barang schagaimans dimadesud pada
avat | 1), mempunyad wewenang dan targgongiawak:

o membantu  menelit | dan memberikan | pertimbangan
persetifunn dalam peryisunen réncana kebutuhan Barang
Milik Daerah kepads Pengelola Barang;

b, membanty  meneliti  dan memberikan  pertimbangan
persctijuan  dalam penyusunon rencana kebutuhan
prmeltharaan/perawstan Barang  Milik  Daeral  kepada
Pengelola Burang

¢ membenikon  pertimbangen  kepada Pengelola Barang  atas
pengajuan usul pemanfoatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Dacrah yang memerlukan persetujuan Gubermur;

d. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barsng untuk
mergaliar pelaksanaan DM EEIN ST, pemanfoatan,
pemusaahan, dan penghapasan Barang Millk Daerah;

. membankan - pertimbangan  kepada Pengelola  Barang atas
prlaksanunn pemindablanganan Bacang Milik Daerah vaog
telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD:
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. membanty Pengelola Barang atas pelaksanaan keordinasi
Inventarisayl Barang Milik Dasrah,

g melnkukan pencatatan Baramg Mibk Dacrab berupa tanab
danfatau bangunan yang telah diserabban dan . Pengguna
Barang yang tdak digunakan untuk  Kepentingan
penyelengearman wgas dan fungs) Perangkar Daerah dan
sedang tidak dimanfantkan pihak lam kepada  Gubermur
mehilui Pengelola Barang, sérta Barang Milik Dacrah yvang
Bernda pada Pengelola Barang:

h. mengamankan dan memelihara Barang  Millk Daerah
achbagnimana dimaksud pada hural g

L. membantu Pengelola Barang dalam  pengowasan  dan
pengendalian atas Pengelolaan Barang Millk Daerah; dan

}- menyuxun lwporan Bamng Milik Daeerah.

Bagian Keempiit
Pengguns Barang/ Kussa Penpguna Barang
Pasal 14
(1) Kepale Satuan Kerja Peranghatl Daerah delaky Penggunn Barasg.
(2} Penggunn  Barang  scbagaimans  dimaksod  podia ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Gubemnnr.
(3} Pengguna  Barang  schoagmimana  dimaksud pada ayat (1)
bBerwenang dan bertangerungjowah:

a,omengajukan rencana kebutuban doan penganggaran Barang
Milik Dacrah bagt Perangkat Doeranh yang dipimpannya;

b. mengajukan permobonan peMetApan  StATUS  PENZEURRAR
Barang Milik Dasrah vang diperoleh dar beban APBD dan
perolchan lalnnyva vang sah:

¢. melakukan peéncatatan  don  Inventarisasi Barang Millk
Doerah vang berada dalam penuasaannya:

d. menppunakan Bamng Milik Daerah yang berads  dalam
penguasaannys uniuk kepentingan penyclenggaraan [Ugas
dan fungst Perangkat Daerah yang dipimpinnea;

e mengamankan fdan memelihnrs Barang Milik Dasmb yang
‘berada dalam penguasannnye;
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. mengajukan usul  pemanfastan dan  pemindahtanganan
Barang Millk Daevah beropa tanah dan/atod bangunan vang
tidak memerduken persotujuan DPRD dan Barang  Milik
Daerah selam tanah dootfatau bangunan;

g menyernhkan Barang Milik Doaerah berupa tanah dan/atau
bangunan  vang tdak digunakan  unuk  kepenuingan
penvelenggaraan tugas dan fungs: Perangkat Daerah  yang
dipimpinnya dan sedang tidak  dimanfeatkan Pihak Lain
kKepada Gubrernur melalui Pengeloln Barang:

h. mengejukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang
Malik Dasrah;

i omelakukan pémbinoan, pengawasan, dan pengendalian atas
pengpunaan Barang Mk Daerah vang berada dalam
proguassannyn; dan

Jo menyusun dan pienyampaikan laporan barang  penggunns
semesteran dan laporan barang peng@ing taluinan  vang
berada dalam penguasaannyns kepada Pengelola Barang,

Pasal |5

(1} Pengguna Barang dapat melimpahian sebagian kewenangan dan
iangpungiawab kepads Kuass Pengpunn Barnng.

(2Z) Pelimpahan scbagisn kewenangan dan tanggungiawab kepada
Kuasa Penppuna Barang sebagaimann dimakeud pada ayvat (1)
ditetapkan aleh Gubermur atas usul Pengpuna Bamng.

(2} Penetapan Kuass Penggpuna Barang schagaimana  dimakaid
pada avat {2] berdasarkon jomlal barang ].l'nng: cdikelcla, bLeban
kerpm,  lokaxi;, kompetensi, don/atsg reotang  kendsli - dan
pertimbangan objektif unnya,

Bagian Kelima
Pepbat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 16
(I} Pengguna Barang dibantu  oleh  Pejubar.  Penaravsahaan

Pengrunia Baming.
() Pejobat  Penotsusahoon Pengguna  Barmng sebagoimona
dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Gubernur- atas usul

Pengeuna Barang.
{3} Pejabat Penatanvsahaan  Peogmoma Barsmpe  eebagaimoma
dimaksud pada avar (3 yalty pejabat vang membidangt fungsi
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pengelolaan barang milik dearah pada pengguna barang.

14} Pejabatl Penatauszahasn Barang sebagaimans dimaksud  pada
aval {2} borwenang dan bertanggungawals:

a, menytapkan rencana kebutuhan dan pengenggamn Baang
Milik Doerah pada Pengguna Barang;

b menelitd usinlan permohonan penetapan status  penggEunEan
barang yang diperoleh dard beban APBD dan perolehan
lminnyy yany sah;

e menelin pencatatan don lnventarsest Barnng Millk Daerah
yung dilaksynakan oleh Pengurus Barang dan /ot Penpuns
Barang Pembanmn

d. menyusun pengajuan  usulan pemanfantan dan
pemindahtanganan  Barmng Millk Dasrab  berupa - tanah
dan/atan bangunan yang tidak memerhilan persenguan
DPRD dan Barang Milik Dacrah sclain  tanaly  danfatan
Bngiinan;

e. myngusulkan  repcana penyeraban Barang Milik  Daerah
berupa twnah dan/atau bangunan yang fidak digunakan
untuk kepentingan penvelengearaan  fugas dan fungsi
Perppuna Barmng dan sedang tdak dimanfaatikan oleh Pihok
Lakn;

f. menyvisplan vsulan Pemuospohan dan Penghopusan Barang
Milik Daerah;

g menelitl  Inparan. bamng semesteran dan  tahunan  yang
dilaksanalkan oleh Penguruz Barmng dan/fatau. Pengurus
Barang Pembantu;

h. memberikan persetufiian atas Surat Permintaan Barang (SPB)
dengnn - menerbitkan Surst  Perintal Penyaluran Barang
[(SPPB)] untuk mengeluarkan Barang  Miik Daemh dor
gudnng penyimpandan;

1. meneliti dan memverifikas) Kartu Inventans Ruangan (RIR)
setap semester dan =etap tahun;

§o melakukan verifikas) sebagas dasar memberikan persetujuan
atas perubahan kendisi fsik Barang Milik Daerah; dan

k. meneliti  Iaporan mutasl barang o osetiap  bulan yong
disnmpaikan  olth Pengures Barang Pengpume  danfafag
Penguarus Barang Pembanti.
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Baguan Kesnam
Penpuros Barnng Pengetolp
Pasal 17

(1} Penpgurus Barang Pengelola scbagaimana dimaksud dalam Pasal
11 avat [2) huruf ¢ angka |, ditetapkan oleh Gubernur atas usul
Fejaban Penatausahaan Barng,

12} Pengurs Barang Pengelola sebagaimana dimaksud paoda ayat (1)
pdalah peabal vang membidang fungsl pengelolaan Barang
Milik Dagrab poda Pejabat Penatausahean Barang,

{3 Peppgurus Barang Pengelols sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang dan bertangrungiawab.:

A, membantu mensliti dan menyiapkan bahan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang
Milik Dawrrab l-t-r.lh-l:r].l |5|q|'|l||.1.1: Permntnuixabaan EIIr.II'IE;

L. membantu  mencliti dan menyiapkan baban  pertimbangan
persetujuan dalam.  penvusunan rencana  Kebutuhan
pemeliharaan /perswatan Barang  Milik Dasrah kepada
Pejabal Penutausahaan Barang,

€. menyiaphkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaaton dan
Pemindahtanganan Barang Millk Daeralh yang memerlukan
perastujoan Gubermuar;

d. mencht  dokuwmen  psulan penggunpan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan dan Penppuns  Barang,
sebagoy bohan perombangan oleh Pembor Penatousahaan
Borang dalam pengaturan  pelaksanaan pengguroan,
permanfaatan, pemusnaban, dan penghapisan Harang Milik
Drasernh;

e. menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Dacrah berupa
tanah dan/atau bangunan yang ftelah discrahkan darn
Peapmina Barang vang tidak dippnnkan unmk kepentingan
penvelenggaman tugns dan fuegsi Peranghkat Deerah dan
sedang tidak dimanfaatken Pihak Lain kepada Gubermur
melnlil Pengelnln Barmng:
menyimpan dokumen sl kepemililon Barmng Mitik Daerah;
£ menylnpan sahiran dokumen bia ey Barang

PengrunaKusss Pengeuna Barang

]
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i, melakukan rekonsiliasi dalam ranghka penyusunan laporan
Barang Milik Daerah; dan

b, merckapitulaxi dan menghimpun laporan Barong Pengmina
seroesteran dan tahuman serta laporan Barang Milik Dasrah.

4} Pengarus Barang Pengelola secara administroul dan secara
fungsional berrangeungawab aae pelaksanaan ugosnya kepada
Pengelola’ Bamng melalu Pojabat Penatausahann Bacang,

(5) Dakem  hal melaksanakan tugas dan fungsi  administrasi
Pengurus Barang Pengelota dapat dibantu  oleh  Pembantu
Penpurus Barang Pengelola wvang ditefapkan oleh  Peinbat
Penatausahaan Barang.

(&) Pengurus Boarang  Pengelola  dilarang melakukan  kKegiatan
perdagangan, pekeffaan pemborongan dan penjualan jasa asau
bertindak m'hna.m p-r.'ujn min ailnx kl:.'pl.il I'mfp;!h?t:ia.unfpm‘;juu!ln
teracbut }'.an'g angegarannya dibcbankan pada AFBD,

Bagian Ketufuh
Pengurus Barang Penpruna
Pasal 18
{1} Pengarus Barang Pengguna scbagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2] haruf = angka 2, ditetapkan oleh Gubemur atas usul

Pengguna Baran g,

(2) Pengums Barang Pengionn  schagiaimana dimaksud pocls agynt

1), berwenang dan bertangguogiawab;

A, membantu menyviapkan dekumen rencana kebutuhan dan
penganggamn Barang Milik Daemh;

b, menyiapkan  usulan  permebonan. penctapan.  status
pengEunian Bamng Milik Daerah yany diperoleh duri beban
APRD dan perolehan lalnnyas yang sah;

e melsksamakan pencatatan dan  [nventansesi Boarang Milk
Dhecruali;

d. membanty mengamankan Barang Milik Deerah vang berada
pada Pengmuna Barang,

p. menyuphan dokumen pengajuan wsulan pemanfaatan dan
pemindahtanganen Barung Milik Deerah  berupa tanah
danfatau bhanpunan vang tidak memerlukoan persetajuan
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DPED dan Barang Milik Ducrah selain tanah dan/atau
bangunan,

f. menyiapkan dokumen penyerahan Baong Milik Daerab
berupa tanah dan/atau banguman  yang tidak digunakan
untuk  kepentingan  penvelengoaraan  tugas  dan  fungss
Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan Fihak Lan;

g menyvtapkan dokumen pengajuan usulan pomusaaban dan
penghapusan Barang Milik Dacrah;

B menyusun aporan Brang semesteran dan talninon,

i, menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nota permintaan barang;

J. mengajukan Surat Péermintasn Barang (SPB) kepada Pejabat
Fenatausahaan Barang Pengiuna;

k. n1.-|!r|:_'|.'Em|'|i-|:ln hnmnE berdaxurkun Sorat Penntah Pt-njﬂlﬂran
Barang [(SPPR)  yang ditusngkan  dalam  berila acara
penyerabian barang

I, membuat Kartu Inventans Ruangan {KIR} semesteram dan
tahunaan

. member lbel Barmng Milik Dacrah;

i mengajukan  permobodnan persetujuan  keponds  Pejabol
Penatausahaan Pengguns Barang atas perobaban kondied
sk Bamng Milik Dasrab  berdasarkan pengecekan fisik
barang;

o, melakukan smek pprame barang persediaan;

p. menyimpan dokumen, antuwra ein: fotokopt/salinan dokumen
kepemilikan  Barang  Milik  Daerah  dan menyimpan
asli/fatokopi/salinen deloumen penatausahann;

q. melakukan rekonsiliasi dalem rangka penyusunan laporan
barang Pengguna Barang dan laporan Barang MUK Daerah:
dan

r. membuat  loporan  mutasi  barang  setap  bulan  yang
disampailan kepada Pengelola Barang melalul Pengguna
Barang setelah ditelits oleh Pejabat Penatausahaan Pengguana
Barnmng,

(3} Pengurus Barang Pengpunm sebagaimana dimaksud. pada ayan

2} sechara administratif bertanggunginwah  kepada Pengguna

Enbadiin

L FTE B, 17 Tahest S00E Paal & iyl 1
“peey Eiratrord ooy T nieee Efbrn fancaiag FasT onluierra mespoeen st bl Jusoan pong zen ©

Eratgrnan ind it detancimtang oni s vigsronk serggoneban ekt slgkmen drjorbi o B8
g by doprieah pr gyl WHH“Hhﬂhmhﬂﬂiﬂﬂﬂﬂ]ﬂHWMMH




n.zﬂ -

Barang dan secamn fungsional bertanggungiowab  alas
pelaksanaan tugasnya Kepada Penpgeloli Barang melalul Pejabat
Penataienhaan Barang,

(4} Dalam hal' melaksanakan fugas dan fngs: administrasi,
Pengarus Barang Pengguna  dapat dibontu oleh Pembantu
Pengurus Barang Pengguna  vang diteiapkan oleh Pengguna
Barang.

{3) Pengamis Barang  Pengguna dilarang melakuken RKepatan
perdagangan, pelernann pembBorongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebapgai penjamin ataz kegiatan/pekerjaan f penjualan
teracbut yang angearannyva dibchbankan pada AFBD.

Bagian Kedelapan
Pengurus Barung Pemboiu

Pasal 19

{1} Pengurs Barang Pembanty sebagalmana dimaksud dalam Pasal
11 ayvat (2} houraf e angks 3 ditefapkan oleh Gubermur atas tsul
Kunsa Pengguna Barmng melalul Pengeuna Barang.

{2] Pembeniitkan Pengurus  Barang Pembantt Sebagaimana
dimaksud pads ayar (1] dilakukon berdasarkan pertimbangan
jumlah barang vang dikelola, beban kern, lokasl, kompetensi
dan fatnu renfang kendok don pertimbangan oljektif loinnya,

{3} Pengurus Harang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayvat
111, berwenang dan bermmgaungjuaak:

n. menyiapkan dokumen rencona kebutuhan dan penganggaran
Harang Milik Daerah;

b, menyinpkan  wsulan permohonan ponetapen statos
penggrnaan Barang Millk Dacrah yang diperoleh darl beban
APBD dan peralehan lainnya vang sah:

o, melakaanakan pencafatan dan inventariessi Barang Milik
Duernh:

. membantu mengamankan Barang Milik Doccah yang beroda
pada Koass Pengpuna Barang:

e menyinpkan dolkumen pengapian psolan pemanfuntan dan
pemindahianganan  Barang Milik Daerah  berupa tanah
don/atay bangunan yvang tidak memerlukan persetujuan
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DPRD dan bamng milik daerah selain tanah  danfatau
bangunan,

f. menyiapkan dokumen penyerahan Baong Milik Daerab
berupa tanah dan/atau bangoman yang tidak digunalan
untuk kepentingan penvelengroraan tugas dan fungsi Kaosa
Pengguna Barang dan sedang tdak dimanfaatkan Pihak Lan;

g menviapkan dokumen pengajuan usulan pemusnaban dan
penghapusan Barang Milik Dacrah;

B menyusun aporan Wmng semesteran dan talninoan,

i, menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan
nota perminlaan barang;

Jo mengajukan Sural Permintaon Barang (SPBl kepada Kuasa
Fengpuns Barang;

k. n1.-|!r|:_'|.'Em|'|i-|:ln hnmnE herdaxarkan Sumt Peonlah I’En}mlﬂnln
Barang [SPPR)  yang ditusngkan  dalam  berila  acara
penyerabian barang

I, membuat Kartu Inventans Ruangan {KIR} semesteram dan
tahunaan

m, member kel birang miiik daerah;

i mengajukan  permobonan  persetujunn kepada  Pejabat
Penatausahaan Penggona Barang melalul Kussa Penpggana
Barwng atas perubahan kondis fismk Barmang Milik Dacrah
progecekan fisik burang:

o, melakubkan smek oprame barang persedinan;

p. menyimpan dokumen, antuwra nin: fotokopt/salinan dokumen
kepemilikan  Barang  Milik  Daerah  dan  menyvimpan
asli/fatokopi/salinen deloumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan
barang Kunsa Pengpuna Barang dan laporan Barang Millk
Duersh! dan

r. membuat  loporan  mutasi  barang  setap  bulan  yang
disampailan pada Pengpuna Barang melaba Kusan Pergguna
Barang setelah ditelits oleh Pejabat Penatausahaan Pengeana
Barung dan Penguns Barung Penpguna

(4} Penpurus Barang Pembantu, baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan Keglatan perdagangan,
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pekedoan  pemborongan dan penjualan jasa mou  bertindak

sebapal penjomin atas keglatan/pekerjaan /penjualan  tersebut
vang angearannya dibebankan pada APBD.

‘HAB i
FERENCANAAN KEBUTUHAN
Bagan Kesatu
Prmsip Unium
Fagal 20

{1} Perencanaan kebutuban Barang Milik Daerah disusun dengan
memperhabikan Kebutuban  pelaksanaan tugas dain Tungs
Perangkat Dacrah scérta ketersediaan Barang Milik Dacrali yang
ada.

{2} Ketersedinan Barnng Milk Dacmb sebagaimans dimaksad pode
avat (1] merupokan barang mibk dacrab yang ada  pada
Pengeloln Barang dan/ atog Pengeuna Barang.

(3} Perencunaan Barang Milik Dacrah sebagaimana. dimaksud pacla
ayal |1) dan ayat |2) harus menserminkan Bebutuhan il Barang
Mili Duermh pada Pernnghkat Racrah dehinges dapotl dijadikan
dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pasal 21

(L) Perencensan kebumihan Barang Milik Darrah  dileksanakan
setinp  tohun  setelah  rencana kena Peranglar  Dherah
ditetophkan.

(2} Peérencannan kebutahan sebapaimana dimaksud poda ayat (1)
merupakan  sabvh satu  dasar bag Perangkat Dagrah o dajam
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebuiuhan bam fmew
inieaiivg) dan anghka dasar (base e Serta pEAYUSUNAan rencana
kerja dan angearan.

Pasal 22

{1} Perencanann kebutuhan Barsng Milik Doerah mengacu pada
rencana kerja Perangkat Daerah,

{2} Perencannan kebutithan sebagaimanm dimaksod pada ayat (1),
kecuall uniuk Penghapusan, berpedoman pacla;

A, atandar barang
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B, standar kebutuban: dan/atau
¢ standar harga,

(3} Standar barang scbagaimana dimaksud pada ayat [2) hurafl &
merupakon spesifias barang yang ditetaphkan schagal acian
penghitungan pengadann Barang Milik  Daerabh doalom
perencanaan kebumihan,

(4} Standar kebutohan barang sebagmumana dimaksad pada svat [3)
huaral b menupakan satuan mmiah barang vang  dibutahkan
Bebagnl acuun pernitungan pengadaan dan penggunaan Barang
Milik Daerah dalam perepcangan kebutuhan barang milik
dacrah pada Perangkat Daceah.

(3} Standar hanga schagaimana dimaksad pada avat (2§ buraf ©
merupakan besaran harga vang ditetapkan sebagal acuan
l’!ll'.I'LB.ldl.ﬁTl Hnrlnﬂ hilik Doernh dalam T ETICH AT kel tarhonn

(6} Ketentuan mengenal standay barang, standar kebaluban dan
standar horga  sebagaimana dimaksud pada  ayar (2
diliksanakan sesusi ketemtuan peraturan perundang-undangan,

Payal 233
Penggunn Barang danfetau Kussa Pengguino Barung mengusiallan
REBMD pengadaan Barang Milik Darrah mempedomani stoandar
borang, standar kebutuhan don fatae standar bargn,

Pagal 24

(1} Pengguna Barang menghimpun usulan REBMD yvang disjukan
oleh Kuasa Pengguina Barang vang berada o Lnghungan
Pernngkatl Daerah vang dipdmpinnys.

12} Pengepuna Barang menyampaikan usulan BEEKBMD schagalmana
dimaksud pada avat (1] kepada Pengelala Barang.

3 Pengrlola Barang melalkubkan penelanhan atas vaulan REEMD
sebagaimona dirmaksud pada avat (3} bersamae Pengouna Barang
dengan memperhotikan data barang pedo Pengguna Barang
dan fatan Pengelola Barang.

(4} Dustp barnng pada Pengguna Bamng danfatau Pengelola Barang,
sebagaimana dimaksurd pada ayat (3} antara lain:

a. laporan Daftar Barang Pengguna bukanan;
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b. laporan Daftar Barang Pengpuna semestermnn,
¢ laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;
d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;
e laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
g laporan Dafiar Barang Millk Daerah semesteran; dan
h. Inporan Daftar Barang Milik daecah tahunan
{3} Pengelola Barvang daleom melakukan penclaahan  sebaguimana
dimaksud pada avat (3) dibantu Pejabat Fenatausahooan Barang
dan Pengurus Barang Penpelola,
6 Pojabal Penatausahaan Barsng scbagaimans dimaksud pada
avat (5 merupakan anggota Tim Anggoran Pemerintah Dasrah,
(7} Hasll penelaahan sebagnimana dimaksud  pada avat 3
mertupuknn daser peonyusunan RKBEMD.
Pasnl 25
REBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelslo Barang dipanakan
aleh Pengguns Barong sebagal dasar penyusunan Rencsns Kerja
dan Anggaran Perangkat Dacrah,

Pasal 26
(I} RKBMD pemcllharaan Barang Millk Daerah tidak dopat

diveulkan oleh Pengguna Barang danfatny Kuasa Pengeuta

Barang terhadap:

g. Barang Milik Daerah yang berada dalam kondiss rosak berat:

b, Barang Milik Dasrah yang sedang dalam STATUS PEng@Unaan
EEmMentara;

c. Barang Miik Daceah yvang sedang dalam  statux  untuk
dioperagikan oleh Pihak Lain; dan/atau

d. Barang Millkk Daerah yang sedang menjadi | objek
permaninatan.

{2} REBMD pemeliharian Barang Milik Daerah  sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hural b, diusulkan  oleh  Pengguns
Barang vang menggunaken sementara Barang Mk Dacrah.

(3] REBMD pemecliharaan Barang Mk Dasral  sébagaimans
dimaksod poda ayot (1) horof d tdek termasuk pemanfaatan
dalam bentuk pinjam pakal dengan jengka wakta kurang dari 6
lenmin) biilan,
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Bagian Kedun
Lingkup Perepcanaan Kebutuhan Boarang Milik Daerah
Pasal 27
(I} Perencanann kébutuhan barang milik dacrali meliputi:

B, peréncanasn pengadann Barang Milik Daeral;

b, perencanaan pemelibaraan Barang Millk Daerah;

€. perencansan pemanfuaten Baog Milik Deerah;

d. perencanaan penundahtanganan Barang Milik Daerah; dan
€. perencansan penghapusan Barang Mk Dasrah,

(2} Perencanaan pengadaan  Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1] huril o dituangkan dalan dokumen
REBMD Pengoadaan,

{3} Perencanaan pemeliharaan Barang Milk Daerah sebagaimona
dimakaud pada wyat (1) humof b ditusngkan dalam dakonmen
REBMD Pemeliharaan.

(4} Perencanaan pemanfaatan Barang MUK Daerah sebagaimana
dimakaud pada ayat (1] huraf © ditesngksan dalam dokumen
REBMD Permanfaatan,

13} Perencinmin  pemindahtangnnun  Bamng Miik  Daerah
sebagmmana dimalsud pade avat (1) buruf d ditusnghan dalam
dokumen EEBMD Pemindahtanganamn.

(B} Perencansan penghapusan Barang Mihk Duacrabh sebagaimana
dimaksud pada ayvat {1] huruf e dituangkan dalam dokumen
REBMD Penghapusan,

(7) Betentuan mengenal @aia cam- perencanoan kebutuhan Barong
Milik Daerah pada Penppuna Barang dan Pengelola Barang
prbapgaimann  dimuabonad  pads oayst (1] dilaksanakan - sesosi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hagian Ketiga
Penyvusunan Perubahan REKBMD
Posal 28

(1) Penppuna Barang dapat melakukan perubahan REBEMIL
() Perubahon REBMD sehagaimann  dimakaisd pads ayar (1)
dilnkukan sebelum pemyusunan Perubahan APBD.

Enbadiin
L FTE B, 17 Tahest S00E Paal & iyl 1

“peey Eiratrord ooy T nieee Efbrn fancaiag FasT onluierra mespoeen st bl Jusoan pong zen ©

Erstcrvmm) ot b b Searem g e e ronk rerggonekae serifiist shykmon iy diorht o =8
g by doprieah pr gyl MHH“H*mMﬂﬂ“ﬂ%WMMH




e Zﬁ i

(2) Penyusunan RKBEMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249

sampai dengan Pasal 27 berlaku  secarn muatats  matendis
terhadap pendasunam perubaban REBMD.

Bagian Keempat
FPeryusunan RKBMD Untuk Kondisl Darurat
Paxal 29

(1} Dakem hal setelah bataz akhir penvampaan REBMD terdapat
kondisi damarat, pengusulan  penyediapn  anggaran o untuk
kebutuhan bam frnew imitiative] dan penyediaan anpearan angka
dasar [boszefing dalam rangka rencana peagadaan  dan/atau
réncans  pemeliharaon  Barang Milik  Duerah  dilakukon
berdasarkan mekanieme penganggaran  sesusl  ketentuan
perafuran E':it':runrhnu_-u rrd'nn..pn.

(2} Kondisl darural -sebagminana dimaksud pada avat (1) meliputi
bencana alam dun gangguean Keamanan skala besar,

(3} Hasil peogusulan penyediaan angearan schagaimana dimaksad
pada ayat {1) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepaida
Pengelolan Barang bersamoan  dengan  penvampaian RREMD
Perubohan donfatou RERBMD tahun beridootnya

{4} Laporan sebagaimana dimaksud pads ayvat (3} digonakan oleh
Pengelola Barang sebopsd bahan pertunbangan tambahan dalam
penclashan ates REBMD yvang disampuikan olch Penpguna
Barapg bersangkutan  pado APBED . Perubohan idwin, anggaran
berkenaon danfatou APBD teban anggaran benkutnya.

HAR IV
PENGADAAN
Pasal 30
i1} Pengadaan Barang Milik Daerah dilakeanakan berdasarkan
prinsip efisien, efektfl, transparan dan terbuka, berssing, adil,
dan alkunianbel.
(2} Pelaksananan peéngadann Barang Milik Daerah dilakukan sesual
dengan ketentunn permtuman pertindang-undangan.

Pasal 31
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(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan
Barang Milik Daerah kepada Gubermur melalul Pengelola Barang
milik dasrah uniuk ditctapkan status pengninaennya.

2} Laporan hasil pengadaan Barang Miik Dacrah  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} terdin dan laporon semesteran dan

rahuman,

BAB VY
PENGGUNAAN
Frgal 32

{1} Status pengpunsan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan
Keputuman Gubemur,

2} Gubermur dapat mendelegasikon penctapan status. penggunaan
ntan Harang Millk Dacrah selain tanah dan/atan bangunan
dengan kondizi tertentu kepada Pengelsls Barang

(3} Kondizi pertentu sebagaimana dimakaid pada avar (2], antarns
lain adalal Barang Milik Daerah yang tidak mempunyal bukt
kepemililan atau dengan nilal terteniu

(4} Milal tertentu sehagaimans dimakxud pada aymr {3) ditetapkan
oleh Gubernnr,

I5) Penctapan status pengfunean Bamng Miik  Daecral
sebagaimana dimaksud ayvat (1] dan ayat {2} dilaksanakan secarn
fnbhuruen,

Pasal 33

(1) Peoggunaoan Barang Milik Daernh melipnati
a, penétaparn siatus pengeunaan Barang Milik Daerah;

b, pengalihan status penppunaen Bamng Milik Daerah;
¢, pengrutann semenilarn Barang Milik Daerah; dan

d. penetapan status pengginaan Barang Milik Dacroh antuk
dioperasikan alelh Pihal; Lain.
(2} Penetapnn stutus pesgaunann sebagaimoans dimabksod pocdn ayat
(1] dilakukan untuke
a. penyvelengearaan tugas dan funpei Perangkat Daerah; dan
h. dioperasikan oleh Pihak Lain dalam angks. menjalankan
priavanan wmum seswn tagas dan fungs) Perangkat Daerah

vang beraanghkotan,
Pasal 34
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Pénetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap.

&, barong persedinan;

b. konstruk=i dalam pengerjaoan;

¢, barang yang dan awal pengadasnnya direncanakan untuk
dihibahkan; atou

d, Azer Temap Eenovas) [ATE).

Pasal 35
(1) Pepetapan status pengpunaan Barang MK Daerabh berupa
tanah dan/fatan bangunan dilakukan apabila diperfukan untuk

kepentngan . penyelengearnan tugas dan  fungsi  Pengouna
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang vang bersangkutan.

{2} Pengpuna Barang wajib menyerahkan Barang Milk Daerab
berups tnnah dan/aton bangunen sebagaimana dimaksid - pods
avat [1) yvang bidak digunakan dalam penyelctiggaraan fugas dan
fungsl Penggune Barang kepoda Guberniur mefalul Pengelols
Harang,

(3} Dikecualikan dan kelentuan sebagaimana dimakeud pada avat
(3], mpaibila tanah don/atay bangunan schagaimana. dimoksad
pada avat (3] telah  direncanakas  untuk  diganakon o atads
dimanfaatkan dalam jangka waktu terfentu yang ditetapkan oleh
Ciubeomur

(4) Dalam hal Barang Milik Dacrah beropa taneh danfatao
bangunan  sehagnimann  dimaksed pada avar (3 ndak
disernhkan kepoda Gubemur, Penggunn Boarong  dikenakan
aanksal berupa pembekuan dana pemeliharaan atas Barang Milik
Paemhb,

(5) Gubcrnur mencabut status penggunaan stas Barang Milik
Daerah Berupa tanal dan/atan Bangunan vang tidak dipanakan
datam pernyvelenpparaan tugazs dan hungal Pengguna Harang
sebagaimons dimaksod pada avat (2},

(6} Ketentuan mepgenal tota corm  pengennon sanksi  kepoda
Penppuna Barnng vang tidak menvernhkan Barang Millk Daerah
webagnimann dimaksod padad svar (4),  dilsbsanakan  sesin
ketentuan peraturnn perundang-undangan.
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Pasal 36
(1) Gubermar meneizpkan  Barang Mibk Dwserah vang harus
disermhkan oleh Pengguna Barang karena tidak  digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna

Barang don/atau Kuasa Pengguno Barang dan  tidak

dimanfaatkan oleh Pihak Luin,

(2) Dalam menctapkan pernveraban sebagmmana dimmksod pada
ayat | 1) Gubsmir memperhatiikan:

i, standar ket han Barang Millk Daerah uniuk
menvelenprarakan  dan  menunjang tugas dan  foangsi
Pengpana Barang

b. hasil audit otas penggunaan tanah danfatau  bangunan:
clan fata

c. laporin, dats, dan mformast vang diperoleh dan sumber lain.

2 Sumber lain sebagnimana dimabsud peds ayal (2 huraf ¢ antars
lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
yang dilakukan oleh Penpelols Barang stan Gubernur  dan
baporan dan masyarakat,

{4 Tindak lanjut pengelolaan atas penyernhan Bareng Milik Dacrah
sebagmmana dimaksud poada ayat | 1) meliput]

A, prietapan status penEiirsan;

b. pemanfnatan; atou

g.  pemindahianpansan.

Pasal 37
(1} Gubernur  menerbithan Keputusan  penstopan . atatus
pengpunsan Barang Miltk Darmb getiap ahun.
12} Mekanisme penctapan status penggunaany Barang Milkk Daeralh
oleh Pengguna Barang. Pengelola Barang. dan pengalihan status
pengrunasn  Barang  Milik Dasrmah dilakeanakan - sesoad

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Enbadiin
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Barang Miiik Datrah dapat ditetapkan status peng@unaannya antul
penvelenggaraan tugas. dan  fungsd Perangkat Dasrah, guna
dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan
umm o sestal  tuges  dan fungsl  Perangkol  Daemhbh  yang
bersanghutan.

Paxal 39

(1} Barang Milik Daerah  vang telah ditetapkan atatus
PeNgRuNannnys  pada  Pengguna Boarang dapat  digumakcan
esmentara oleh Pengpuna Barang lainnya dalam jangks waktua
terteniu tanpa  harus méngubah status  pengrunaan Barang
Milik Daerah tersebul  setelah  mendapatkan  persetujuan
Gt rrar.

{2} Penggonuan sementara Bamng Milbk  Deerah - sebagamans
dimaksud pada ayat {1} dapat dilakukan untuk jangka waktu:

n, paling lama 5 (lna) ahun dan dapat diperpanjang untuk
Burang Milik Darrah berupa tanah dan/atau bangunan;

b, paling lama 2 [dua) tahun dan dapat diperpanjang  untok
Burang Milik Darrah selain tanah dan/atay bangunan,

13} Penggunoun sementarn Barong Millk Daerah dalom jasgks
waktu kurang dar & {enam) bulan ditetapkan oleh Pengelola
Harong.

Prasal 40

(I} Penppunann sementary Barang  Milik Doaeroh  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 dituangkan dalam perganpon antarn
Fengepuna Barang dengan Penpmuna Barang sementarn

(2} Binya pemeliharaan Bareng Milik Daersh vmng timbal selama
Janghka walkitu pengrunaan scmentara schagaimana dimaksud
poada avat (1] dibebankan kepada Penpgpuna  Barmng/Koass
Pengruna Barang vang menggunakan sementara Barang Milik
Divernh bersanglegian.

(3} Mckanisme pengrunaan  semertars  Barnng  Milik  Deerab
dilaksanakan sedunl ketentuan peratmuran perundang-undangan,

Pasal 41
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i1) Barang Milik Daerah vang ftelah  ditetapkan  status
pengpunasnnys pada Pengeuna Barang, dapat digunakan untuk
dioperasikan olch Pihak Lain,

{2} Pengpunaan Barang Milik Dacral untuk dioperasikan oléh Pihak
Loain scbagaumana dimaksud pada avat (1] dilakukan @ dalam
rangkn menjalankan pelayanan umum sesum ugas dan fungsd
Perangkat Daerah vang bersangkutan.

131 Pengeunasn Bavang Milik Dacral untuk dieperasikan olch Pihak
Lain sebagaimana dimaksud pada ayat §2) ditvangkan dalam
perjanjian antara Pengeuna Barang dengan pimpinan Pihak
Liin.

b Binyva pemelkharann Barang Milik Dagrah vang timbul selania

Jangka  wakiu  penggunaan Barong Millk Daerab  untuk
dioperastkan oleh Pihak Lan dibebankan pada Pihak Lain vang

mengoperasikan Barang Milik Daevaly.

I5) Pibnk Lain vang mengoperasikan Barang Milik Daerah dilarang
melnkukan pengalihan atas pangoperaxsiaon Barmng Milik Daarah
terscbutl kepadn pihak lamoya dan/atan memindahtangankan
Barung Milik Deemal bersangkutan.

(6} Cubermas dapat menarllk penetopan status Barang Milik Dacrahb
untuk dioperasikan oleh Pihak Lain dalam hal Pemerintah
Daerah  akan mengpunakan kembali untuk peoyelenggaman
Femenniah Dacrah atau pthak lainnya,

7y Mekonsmme penppunaen Bamng Miilk Daerah unlk
dioprrasikon oleh Pihak Lamnm dilaksanakon sesum ketentuan
peraturan perabdang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN
Bapian kessfu
Prinsip Umtim
Pasal 42
(1) Pemarfoatan Barang Milik Daerah dilakeanakan oleh:
i, Pengelola Barung dengan persctojuan Gubernut' vang bernda
dalam penguasaan Pengelols Barang, atau
b, Pengeuna barang dengan persefujuan  Pengelola Barang,
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berupa scbagian tanah dan/alou bangunan vang masih
digunakan oleh Pengguna Barang, dan selaln tanah danfatag
banginan

2} Pemanfaatan Bamng Milik Daerah dilnksanakan berdasarkan
pertmbangan  tekmis  dengan  memperhatikan Kepentingan
Daerah dan kepentingan wmuam.

23 Pemanfaatan Barang Mibk Daerah dapat dilakukan sepamang
tidak menggangegs  pelaksanaan tuges dan . lungsi
penyelenggaraam pemerintahan dagrah,

(4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukasn tanpa memerlukan
poractujuan DPRD,

Fasal 43

(1} Bisyn pemelibharaan dan pengamanan Barung Milik Daerah serts
biava pelaksanaan yang menjodi objek pemanfaatan dibebankan
pada mitra petnaniastan. '

(7} Bisya persiapan pemanfastaan Barmng Milik Dasrah  sampai
dengan  penunjukkan mitra pemanfaatan, dibebankan  peala
AFEL.

13} Pendipoton Daerall dod pemonfoston Borang Milik Daerah
metupakan | penerimaan  Daerah  yang  wajib disetorkan
selumrhnya ke rekenmg Kos Umum Dacmab,

{4) Pendopatan Daecranh don pemanfostan Barang Milik Dacrah
dalom rangka penyelenggorann peloyanan wemum sesom dengan
tugas dan fungst Bodan Layanan Umum Docrah merrpakan
penermaan Daerah yvang disetorkan selurubhnya ke rekening kas
Badan Layanun Umom Daernh,

(5} Pendapatan Dacrah dard pemanfastan Barang Milik Dacrah
dalam rangka selain penvelengearaan tugas dan fungsi Badan
Lavanan Umum Daerabh merupakan pensnmaan Dasrah vang
disetorkon selurubhnva ke rekening Kns Umum Dasmbh.

Pasal 44
(1) Baramg Milik Daerub vang menjadi objek pemanfantan dilarang
dijmminkan atau digadaikan
(2} Barang Millk Dacrah yang merapakan objek retrbusi DBacrah
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tidak dapat dikenakan sebagal objek pemanfaatan Barang Milik
Daeral,

Pasal 45

(1} Objek pemanfaatan Borang Milik Dacrah meliputh
n. tanah dan/fatau bangonan; dan
b, gelsin tanah dan/aru bangunan.

(2} Objek pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan fata
bangunan schagaimana dimaksud pada avat (1) hunaf &, dapart
dilakukan uniuk sebagian atoy Ressluniiannya.,

{3l Dalam hal objek pemanfaatan Barang Milik Daerah beropa
acbagan tanah dan/atau banginan sebagaimana  dimakaid
pada avat (2}, luas tanah dan/atau bangunan vang menjadi
objek pemanfaatan Barang Milik Daerah adalnh sebesar luas
bagian tanah danfatan bangunan yang domsnfaatloan.

Bagan Kedua
Mitra Pemanfaatan
Pasmil 4H
1) Mitra pemanfaatan melipuatis

i, penyewn untuk pemanfootan Barang Milik Daeroh  dalom
bentuk Sewa;

b, pemimam pakas, untuk pemanfastan Barang. Milkk Dacrah
dalam bentuk Pimam Paka;

c.omitrn KSP, unmuk pemanfanmn Barang Milkk Daerah dalom
bentuk ESP;

d. mitra BGS/BSG, untuk pemanisatan Barang Milik Daerah
dalem bentuk BGE/BEG; dan

e mitra KSPL untuk pemanfaatan Bavang Millk Dacrah dalam
Bentuk KSPIL

{2} Mitra pemanfaatan achagaimana dimaksod pads avat (1)

memilikd tanggung jowaks:

o melakukan pembayaran atas pemanfasian Bareng Milik
Daersh sesual bentuk pemanfantan;

b, menyernhkan  hasil  pelaksanean  pemanfoetan e
ketentuan bentuk pemanfaatan;

¢ melakukan pengamanan dan pemeliiarsan atas Barang Milik
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Daeruh vang dilakukan pemanfoatan dan hasil pelaksanasn
pemanfoatan Barang Milik Daerah,
d. mengrmbalikan  Bamng Milik Daermabh setelnh  berakhirnya
pelaksanaan: dan
e. memenubd  Kewajiban  lpinnve  yaog ditentukan dalam
perganjian pemanfaaian Barang Millk Daemh,

Pasal 47
Ketenivan mengenal @ia oora pemiinan dan penstapan mitio
pemanfaatan dilaksanakan sesual keteniuan peraturan perandang-

ueslan .
Bagian Ketiga
Bentuk Pemanfasion
FPaxal 48

(1) Bentuk pemianfastan Barang Milik Dacrab berupa:

n, Sewa;

b, Pinjwm Pakai,

o KaP;

d. BGS utnu BSG; atay

& KSPI

{2} Beniuk pemanfaatan Barang Milik Deerah sebagnimana
dimaksud pada aymi (1] dilakukan sesum dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BAB V1T
PFENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesang
Pengamanan
Pasal 49
i1} Pengelola Barnng, Pengruna Barang dan/atag Kuasa Penpmma
Barang walib melakulan pengamanan Barang Milik Daerah vang
bBrerada dalam penguasaannyn
(2} Pengnmanan Harang Milik Daerah sebagaimana dimakaud pada
ayviet | 1) melipuand:
. pengamean fGalk;
b, pengamanan administrasi; dan
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€. pengamanan huibuam,

Pasal 50
(1) Bukti kepemilikan Barang Milik Dacrah wajib disimpan dengan
tertib dan aman,
{2} Penyunpanan buktl kepemilikan Barnng Milik Daerah dilakukan
oleh Pengelobs Barang melahy Pengurus Barang Pengelola,

Fagal 51
Gubemur  dapat menctapkan  kebijakan  asuransi  atau
perlangrungan dalam rangka pengamanan Barang Mikk Dacrah
tertentu dengan mempertimbangkan Kemampuan kewangan daerah.

Faxal 52

Ketentuan mengenad tala cara pengomaian Barang Milk Daciah
dilaksanakan sesual Ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Keduns
Pemueliharaan
Pasal 53

({1} Barang yang dipelihora adalah Barang Milik Daerah danfatan
Barang Milik Doerab  dalam penguasaan Pengelola
Harang/Pengguna Barang/Kuasa Pengeuna Barang,

(2} Penpelola Barang, Pengguna  Bamng  don Kussa  Peppgguns
Barang bertonggungiowab  atas  pemclihormon  Barang  Milik
Daerah yang beradn dalam peniiasnsannyas

() Tujunn  dilnkuken  pemeliberaan ates Barang  Milik  Dasrah
scbagaimana dimakud pada ayat (2] adalah untuk menjags
kaondist dan memperbaiki semua Barang Millk Dasrah  agar
ralalu datam hkeadasn batk dan [Eyak eerta siap dipanakan
secard berdava gung dan berhasil guno.

(9} Dalam rongka tujuan schaghiimann dimaksud pada ayat (3,
Pemeérintah Daerah harus memprioritasgkan anggaran  beinnja
pemeltharman dalim jumlah yang cukap.

(5) Blava pemeltharaan  Barang  Miik  Dacah  sebagalmana
dimaksud pada oyat (4) dibebankan pada APRD
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(&) Dalam hal Barang Milik Daerah dilalukan pernanfaatan dengan
Fihak Laln, baya pemelbaraan menjad] anggung  jawab
seperuthnya dan mitra pemanfaatan Bacang Millk Daerah,

Fasal 54
(1} Pemeliharaan  Barang Milikk Daerah  berpedoman pada
daftar kebutuban pemeliharaan barang nuhk daemb,
i2) Daftar kKebutuban pemclibarngn  Barang Milk Dadrah
sebagnimana dimaksud pada ayat (1] meripakan bagian dari
daftar kebutuhan Barang Milik Dasrah

Pasal 55

(¥} Kuasa Pengpuna Barang wallb membuat Daftor  Hasid
Pemeliharaon Haranyg yang beenda daliom kewenangannya.

121 Kuaza Pengeuna Barang melaporkan hasil pemelibacaan barang
setagaimans dimaksud pada avat (1) secara tertulls kKepads
Penppuna Barang untuk dilakukan penelitisn secara borkala
setiap epam bulan / per semeater,

(2] Pengeana Bamng alau pejabat yung ditunjuk mencliti laporan
sebapgmmaoans  dimokssd pads ayar [2) doan menyusun Daftor
Haell Pemelihoraan Barang yong dilskukan dalam 1 {satua)
Tahun Anggarnn

{(4) Duaftar Hasil Pemeliharaan Barang yanp dizsusun Pengerunae
Barang atag pejabar vong divunjuk sebagnimona dimaksod paduo
pyat [3), merupakan bahan untuk melakukon evaluas: mengenao:
efinienzi pemeliharaan Barang Milik Doaerah.

(3) Penelitinn laparan  sebagaimana dimaksoad  pada ayat (2§
dilakukan terhadap:

n. angearnn belania don reatisasl belanja pemeliharaan: dan
b. target kinena dan realisasi tareet kinergs pemeliharaan.

(6} Penpgpuna Bamng  metaporkon/menvampatkan  Daftar  Hasil
Pemelthorann Barang tersebut kepoda Pengelola Barang secara
herkala melnlul Pengurus Barmng Pengelola.

(T} Penpelals Barang melakukan evalussi terhadap Daftar  Hasid
Pemeliharsan Barang schagalmana dimaksud pada ayal ().

(9F Hasll  evaluasl  sehogaimana  dimaksud pada  avar (7
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ditindaklanjuti oleh Pengguna Barang.

Pazal 56
(I} Dalam rangka bertib pemeliharann setiap jenis Barang. Miik
Caerah dilakoukan pencatatan kortu  pemelhoaraan / perowatan
vang dilakukan oleh  Pengurus  Barang/Pengurus Barang
Pembantu,
i2) Kartu pemelilaraan /perawatan schagaimana dimaksud pada
AYOE (1) mveruac,
A nama barmog:
b. apcaifikazinya;
€. tanggal pemeliharnan;
d. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
r. h.lmnE ntaw bahan yvang l:liFH'TELII‘IIiI'.ﬁ'I.‘I;
{. biava pomelibacaan;
B- pihak vong melaksanakan pemelinaraan; dan
b, hal latn yang diperiukan.

BAB Vil
PENILAIAN
Fasal 37

(1) Penmilian  Barang  Milik - Doaerah  dilakukan  dalom mnghks
penyvusunan neracd Pemernntah Doaernh,  pemanfaatan; atawn
pemindahiangorn.

(2} Pemilacan Barang Milik Dacrah sebapmmana dimaksud pada ayat
111 efecualikan untuk:

a. pemanfnatan dalam bentek pinjam paksad; dan
b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

13} Penetapan nilal Barang Milik Daerah dalam rangks penyusunan
neraca Pemerintah Daerah dilakukan denpgan berpedoman pada
Erundar Akuntansl Pemerintahan (SAF).

(4} Bimyn vong diperluken dalam rangks penilainn Barong  Milik
Daerah dibebankan pada APHD,

Pasal 58
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(1) Penilatans Barang Milik Daerali berupa  tanah  dan/atau
Bangunan dalaom rangka pemanfastan atan pemindahtanganar
dilakukon oleh:

o, Penilatl Pemerintah: atan
b, Penilar Publik yang ditetapkan oleh Gubernur,

{2) Perulal Publik, sebagaimana dimaksud pads ayar (1) buraf b
adalaby Pemilan selmin Pentlst Permenntah vang mempunyal zm
prakik Pemlaon dan menad) anggota asosias: Penila: vang
diskyl olelh Pémerintah,

{3} Penilainn Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(11 dilaksanakan uniuk mendapatkan nilai wajar sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4 Nilal wajar sebagatmana dimaksud pada avat [(3) vang diperolel
dan haxil pemilaian mengadi tanggrang pevab Pemini.

Fasal 59

(4} Penilstan Barang Milik Daerab selain tanah dan fatau bangommn
dalam rangks pemanfastan atau pomimdahlanganan dilakukan
fleh Tim yvang ditetapkan oleh Gubernur, Gty menggunakan
Pentlid vang ditetapkon Guberur.

{2} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1] berazal dari Peranghkat
Dawerah fUmt Kena terkait, yang bertugas untuk mendapatkan
nilai inksiran verhadap hagll penilainn Barang Milik Dacrah,

(B3 Pemliy sebagaimana dimaksud  pada aver (1] adalah Penilod
Prmermtah atau Penilai Publik.

(% Penilatan barang milik dacrah sebagatmana dimaksud pads avat
(1], dilaksnnaken untuk mendapalben nilai wajar sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

I5) Apabila penilaion  sebagaimana  dimaksud pada avat 14
dilakukan oleh pengming barmng tanpa melibatkan pemilal, kaail
penllaion brang milik daerah hanva memipakan niled tuksiran.

(6} Hasil penilmian barang milik doerab sebagnimans - dimaksod
pada avat (2] ditetapkan oleh Gubernur,

Piasal 60
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(1) Dalam kondizi tertentd, Gubemur dapat melokukan penilalan
kemball dalam rangks korekdl atag nilaa Barang Millk Daerah
vang tolah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Dacrah.

{2} Penilatan kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
proszes re-evaluasl dalam rangka pelaporan keuangan sesund
Standar  Akumonst  Pemennmhan  (SAF)  yang  metode
pentatannys dilaksanankan sesuae standar penilasn,

{3 Keputudan mengenan penilalan kemball atas nilan Barang Milik
Daeerah dilaksanakan berdasarkon Rebijakan yvang ditetaploan
oleh Gubermur dengan bérpedoman pada ketentuan pemerintah
varg berlaku secara nasional,

Fasal i1
Ketentuan I'III'!IIE.E!I'I.I{ tmim cara 'pr.n:ill'i.ﬁn Hll:rnr:l‘ Milik Daerab

ditaksanakan scsuai ketentuan peraturan perundang- uvdo gan.

BABIX
FEMINDAHTANGANAN
Pagal 62
(1} Barang Milik' Dagrah - yang tidak  diperlubian - bag
penyelenggaraan  tuges.  Pemeriniahan Daerah dapat
dipandahtangan kam.
{2} Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagmmana dimaksud
pade ayar (1) ditekuban dengan cara;
m. peogunlan;
B, PEAr menukar
. hibah; st
d. penyeriaan modal Pemerintah Daerah .
{3} Pemindahtanganan Barang Milik Daernh sebagnimanna dimaksucd
pads myat (3] dilnkakan sesuai dengan Ketenan peraturan

perundang-undangan,

BAR X
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PEMUSNAHAN
Pasal 63
Pemuasnahan Barang Milik Dasmh dilakukan dalam hal:
. Bamang Milik Daeralh tidak dapat digonakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atan tidak dapat dipindahtangankan; atay
L. terdapar  alazan  lain  sesual  dengan  ketentuan  permturan
perundang-undangan.

Fagal &4

{1} Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna  Barang setelah
mendapol persclujuan Gubernur, untuk Barang Milik Dacrab
pada Pengguna Barang.

(2} Pemusnaban dilaksanakan oleh Peogelolan Barang  seielah
mendapat. persetujunn Gubermor, wuntuk Barang . Milik Daerab
pada Pengélola Barang.

(3 Pelaksinaan pemusnahan sebagalmana dimaksud pada ayvat (1]
ditvmngkan dalam berita scarn  dan  dilaporkan kepada
Gubsernier

{9 Pemusnahan sebapuimann dimaksud pada ayat (1| dilnkukan
dengan  ftata  cara  sesunl  dengan Ketentuan  peraliagin

perundang-undangan
Pasal 65
Pemusnahan dilakukan dengrn car:
a. dibakar;
b, dihancurkan:
e ditimbun;

d. ditengeelamkan; atau
& carn lain  sesual  dengan  Ketentuan  Peraturan  Perundang:
undangan.

BAR X1
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PENGHAPUSAN
Pasal O
Penghapusan Barong Milik Daerah meliputi:
i penghapusan  dart Daftar Barang Pengguna dan/atou Daflar
Barang Kuasa Pengguna;
b. penghapozan dan Dafiar Barang Pengelols; dan
¢ penghapuxan darn Daftar Barang Milik Daerah

Fagal &7

{1} Pepghapusan dard Daftar Barang Penpgpuna dang/atau Daltar
Barang KEuaza Pengiuna schagaimana dimaksiud dalam Pasal 66
huruf a. dilakukon dalam hal Barang Milik Doaerah sudah tidak
bernda dalam penguasaan Pengpuna Barang dan fotau Kuasa
Ft-.n.E-_Eunn EIHrl:n.E,.

(2} Penghapusan dari Daftar Barang  Pengelols  schagaimani
dimaksud dalam Pasal 66 humf b, dilakuken datam hal Barang
Milik Darmab sudah tidak berads dalam penguazaan Pengelola
Harang.

13 Penghapusan dand Daltar Bamng Milik Daerah  debsigaimana
dimaksud dalpm Pasal 66 horal © dilakulean dalisg hal terjad
penghapusan sebagaimana dimaksud padas ayat (1) dan ayat [2)
disebubkan karena;

g, pemindahianganan atas Barange Milik Dagrah;
b, purusan pengadilon yeng tefah berkelumtan holoum 1ewsp
don sudah tdak ada vpaya hukum lamnya;
c. menjalankan ketenriean undang-undang:
d. pemusnahnn; ataw
e, achab lain.
Pasal 65

i1} Barang Milik Daerah sucdah tidak berada dalam pengrissaan
Penpgelola Barang, Pengguna Barang danfatan Kuasa Pengmong
Barang discbabkon karenn:

n, penyerahan Barang Milik Daerah;

b, pengabban status penpgomaan Barmmgg Malik Daermh;

. pemindahianganan atas Barang Milik Dacraly;

d. punisan pengadilan yang  telah berkeluatan hukum
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tetap dan sudab tidak ada upayve hakum lainny;
e, menpalankan ketentuan peraturan perandang-undangan;
f. permmuisnohan; atag
B Sehab liln
12) Szbab lnin sebogaimona dimoksud pada ayat (11 horal g
merupakan sebab-sebab vang secars pormal diperimbangkan
wajar mergadi penyebab penghapusan, sepers, hilang karena
kecunan, terbakar, susul, menguap, mencakr,  kadaluwarsas,
i, dan sebagnd akitbat darl Keadaan Kahar (foroe majewry.

Pagal 69

(I} Penghapusan sebagaimona dimaksud dalam Pasal 68 avat (1),
untuk Barang Millk Daerah pada Pengguna Barang dilakukan
-rIE:n.E.rl:n. menerinikan 1-|'.-rrp1.1.1|.1:||.i.n FI-I:'I'I.EhI.FlJ..H.:II‘I oxleely Y-"Engl:l!ﬂhl
Barang setelah mendapat persetujean Gubemur.

(2 Penghuapusan sebaguimuna dimaksud dalom Pasal 68 avat (1],
untuk Bamng Milik Daerah pade Pengelols Barnng dilakukan
dengan menerbitkan keputusan penghapasan oleh Gubermar,

131 Dikecunlikan eliar ketentuan mendapat peractujuan
penghapusan Gubernir sebagalmang diradkesad pods ayat (1)
adalab untuk Barang Milik Daerah yang dihapuekan karema:

n, pengalihan status proggunaan;
b, pemindahfanganan; atau
. pemusnalun:

(Y Gubermar dapat mendelegasikan  persehgjuan penghopusan
Barang Milik Daerah berupa barang persediasn  Repads
Pengelols Barang untuk Daftar Barsng  Penggmuna  don fatao
Daftar Barang Kuasa Pengeunag.

I5) Pelaksannan atas  penghapusan  Barang  Millk  Daerab
pebagmmans dimaksud pada avat (1) dan avat (4) dilaporkan
kepada Gubernur.

BABR XII
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TATA CARA PELARSANAAN PEMBUEUAN, INVENTARIZAS], DAN

FPELAPORAN BARANG MILIK DAEEAH
Bagian Kesati

Unium

Fasal 70

i1 Obyek Pembukuan, Inventansas), dan Pelaporan BMD meliputi:
n. =emua barang yang chbel atau diperolch atas  beban
APBL:dan
b, semun barang vang berasal dan perolehon lainnye yang
=ah, meliputi :

3

barang yang diperoleh dani hibah faumbangan alau vang
sejenisnva;

barang vang  diperoieh sebagal  pelaksandan
peranjian f kontrak;

bararg  yang diperoleh sesuni dengan  ketentudn
peraturan perondang-undangan,

harang yang dipemoleh berdasarkan putusan pengadilan
vang telabh memperoleh kekuatan hokum etapiatan
Tarang vang diperolell kembali dan hasil divestasi utns
penvertnan modal Perderintal Dasrah

{21 Obyek Pembukuan, Inventarizasl, dan  Pelaporan BMD
svbagamana dimsksud poda aynt (1) diklamfiknsikan menjadi

. aset Lancar berups persedisan;
b, ager Tetap, melipai ;

1

L

benah;

peTalatan dan mesing

pedung dan bangunan;

jalan, irigasi, dan jaringan;
aset Tetap lainnyo.dan
kemetrukai dalam pengeriaan.

€. aset Lalnnyva, melipaat @

1

2.

kemitraan dengan pihak ketiga,
asget tidak bervaujud.dan

3. iaset lain-dain,
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Pembukian
Pasal 71

{1} Pembubkuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD  dilakukan
padi:

a. HKuasa Pengguna Barnng;
b. Pengguna Barang.dan
¢. Pengelobs Barang.

i2} Pelaksanaan Pembukuan, Inventansasi, dan Pelaporan BMD
pada Kuaza Fengguna Barang sebagoimarna dmaksud pada
ayat (1] huruf a dilaksanakan oleh Pengunas Barang Pembantu.

(3} Pelaksanaan Pembukuan, Inventansasi, dan Pelaporan BMD
pada Pengguna Borang scbagaimana dimaksud pada avat (1)
hurd b dilaksanakan olel Penguris Barang Pengpuna.

4} Pelaksanasn Pembubloan, oventanxas:, dan Pelaporan MDD
pada Pengelola Birang schagaimana dimaksud pada ayvat (1)
huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengelola melsiul
Pejabat Penatausnhaan Harang

I5) Pelaksanaan Pembuluan, lnventardsasi, dan Pelapocan BMD
sichagnimana dimaksud pada ayar (2], wvat (3), dan gyal (4§
dapnt dibanty oleh pembanty pengurus barang,

Dagian Hetigs
Inventansas
Pasal 72

Inventansasi BMD dilaksanakan oleh :
&, Penpgpuna barang untuk daftar barang pada pengeuna Barang:dan
b: Pengelala barang untuk daftar barang pada pengelola barang

Prsal 73
(11 Objek inventarzsasi BMD meliput:
n. Persedionm;
Tannh:

Peralatan dan mesin;
Gediung dan bangunan;
Jalan, jaringan dan brigasi;
Asset retap lainnya;

S foaD o
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£ Aaser tidak berwujud.dan
. Konstruksi dalum pengerjann.

(2] Objek mwentarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurnf b sampal dengan hunef g dapat dilakuken inventonsasi
secarn s=rentak atau bertahop.

(4] [nventarnsasi secara bermahap sebagaimana dimaksud pads - ayat
2] ditctapkan oleh gubermur dengan mempertimbangkan paling
aedikit:

i, Tanggal, bulan, tahun perolehan;
b. Lokasi

¢. Jumlah barangdan fatau

d. Pertimbangan objekul lainnya

Faxal 74

(1] Penggpuna barang atau Kuesa pengguna borang  melakukan
Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasannya benupa
a, Persediaan dan konstruksi dalam penpgegjasn dilaksannkan

paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahunsdan
L. Selnin  persediann  dan Honstnuksl  dolam pengegjoan
diloksunakan paling sedikit sekali dalam 5 {lima) taloess,

(2] Dikecualikan darl ketentuan sebagaimana dimaksud pade ayat
(1] hurul & berupn persedian yang akan disembkan kepada
masyarakan,

Pagal 75

(1) Peogeloln barang melakukan mventansas: BMD vang berada
datam penpussaannyn paling sedikat | (satu) kah dalam 5 (lima)
(EREE

(2] Inventarisasi BMD scbagaimana dimakswd pada ayat (1) berupa
tanah dan/atau bangunan.,

Bagian Kesmjpal
Pelaporan
Pasal 76
Pelaporam BMD terdir: dari ;
o perolehan f penerimaan;
b, penggEunann,
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¢. penerimaan internal Pengguna Barang:
d. pengelusran (nterml .F!IIEI.'LHW. Barang;
c. pemanfaatan;
. reldasifikass:
i horelss;
h. penyusuian amma amortisasd;
1 persediaan;
J+ pENgamanan;dan
K. penghapusar,
Pagal 77
Eetentuan mengenal  Tata cam pelabzanaan Pembuksan,
Inveéntarisasi. dan Pelaporan BMD sebagaimand dimakaud dolam
Pasal 70 sampal dengan Fasal 70 dilaksanakan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XN
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesaty
Pembinnan
Pasal 78
(1) Gubernur melakukan pembinann Pengelolann Barang Milik
Daerah kepada Peranghat Dagrah daiam benmuk:
e bimbingen tweknis:
b, pendidikan dan pelatibhan:
. sosialigast kebijakan; dan
d. bentuk lainnya sesual kebutuhan.
(2} Pembinaan schagmmana dimaksud peda ayat (1] dilaksannkoan
oleh Peranghat Daerah vang melaksanakan fungsi Pengclolaan
Boaraig Milik Dacrah.

Bagian Kedus
Pepgawasan dun Pengendalian
Pasal 79
Pengawasan dan pengendalian Barang Miltk Daerah dilakukan olelh;
a, Penggunn Barang metalul pemantsuan dan peneriban; dan/ atau
b Pengedola Barang melalu pemantavan dan onvesligas.
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Pasal 80

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan pensrmiban
terhadap pengrunaan,  pemanfastan,  pemindabtanganan,
penatavsahoaen, pemelihoraan, dan pengamanan Barang  Milik
Daerah yvang berada & dalam penguasaannya,

{2) Polaksanaan  pemantausn dan  penertiban  sebagmimans
dimaksud pada myat [1) untuk umt kegn Perangkat Bacrah
dilaksanakan olch Kuasa Pengguna Barang,

(3 Pengeuna Barang doen KEuosa Fengguna Barang dapat meminta
Aparat Pengawasan Intern Peanenntah Daerabh untuk melakuakan
awdil  tindak lanjut  basid  pemantauan dan penerctiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} din avar (2).

(4 Pengguna Barang dan Kussa Pengguna Barang menindaklanjuri
ol sedit ml'.a.rlgl:im.ln.l drrmnbexisd p-:lﬂ'.fn syt |:.f:'l:| KexLnd dl'!'l'lF‘l‘l
kcteniuan peraturan poerundang-undangan,

Pasal B1

(1} Pengelola Barang melakukan pemantagan dan mvestigoal atas
pelaksanann penggunaan, peoanfostan,; dan pemindahianganan
Boarang Milk Deerah, dolam fangks penertiban pengmunomsn,
pemaniaatan, dan  pemindahtanganan Barang Milik Daerah
semin dengan kotentunn pemburan perundang-undangan

{2} Pemantouan dan investigas schagaimans dimaksud pada ayvat
(1] dapar diindakionjuti oleh Pengelolas Barang dengan meminta
Aparal Pengowasan Intern Pemermitah untuk melakukon aodit
ntas pelaksanaan PENEEUNARDN, pemanfaatan, chiin
pemindahtanganen barang milie daerah,

{3} Hasil audit schagaimana dimaksud pada syvat (2) disampallan
kepada Pengebola Barang untuk diundaklanjutl sésual déngan
keteniuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGHEAT
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DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA FENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAEEAH
Pasal 82

(1) Barang Millk Dacrab yong digunakan olch Badan Layanan
Umuwn Doacrah  merupakan Kekavoan Dacrah vang  tdak
dipisahkan untuk menyelenggambkan kegiaran Badan Layanan
Umum Daerah yang bersangkutan.

{2} Pengelolaan Barang Milik Daecrah schagaimanma dimaksud pada
ayat (1) mempedomani kKetentuon peralurnn  perundang-
undangan mengenai Barang Milik Dacrah.

(3} Dalam hal barang yang dikelola danfataa  dimanfaatkan
sepenuhiva untuk menvelenggnrakon  kKegiatan  pelavanan
wimuin sesnal dengan tagas dan fungsi Badan Lavanan Umum
Ciermh,  dilsksanskan becdasarkan kelentuan peratummn

perundang-undangan, mengenai Badan Layanan Unm Daerah

HAB XV
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
Payal 83
Rumah pegoras  metupakan Bomng Millk  Daeraly  yang
diperuntukkan sebagal tempat tinggal atau hunian dan =arans
pembinann serfa menumgang pelaksannan tugas peabat dan /ata
pegawal negen sipll Pomenntah Daerah,

Paszl B4
(HpGubemur menetapkan  status penggunann godomgan numah
TICEATH.
(2 Rumah negora - sebagoimone. dimoksod poedoe ayat (1] dibog ke
dalum 3 {hga) golongan, ynita:

i o N Eﬁ“iflaﬂrl. 1:
b, rumah negara galongan 11; dan
e, rumah negara golongan 1L

(i Penetapan status pengounaan schagnimana dimaksud: padn ayat
(1} didasarkan pada pemohonan penetnpan SEIUS  progeunasn
vang disjulan oleh Pengpuna Barang,
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Payal 85

{1} Rumah negara golongan | sebagaimona dimaksud dalam Faspl
B4 avat [2) hoal a, adalabh romah negam dipemgunakan bag
pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannyn harus
bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya
rerbaras selama pejabot yong bersangkutan masih memegang
Jabatan tertentu tersebuat

i3 Rumah negars golongan [ sehagaimana dimaksud dalam paszal
B4 nyat () hund B, adalah rumah oegara yang mempuiyai
hubungan vang tidak dapat dipisahkan dan suatu Perangkat
Daerah dan banya discdiakan untuk didiami oleh Pegawai Negen
Sipil Pemerintah Doerak,

(3 Termasuk dalom nomah negara golongan Il adakah rnumah
BEegars  yang heradn - dalm xatn kaowaxan ﬂl‘tnﬂln n‘:rnnuﬂttt
Daerah atau Unit Kerja, rmumali susun dan  mess/ascama
Pemerimiah Daerah,

{4 Rumah negarm golongsn 1 sehagaimana dimakzond dalam Pasal
B4 avat (2) hwraf o, adalah rumah pegars yang tlildak termasuk
golongen | don gelongan [1 yang deapat  dijunl Kepado
penghuninys

Pazal BG

(1} Barang Milik Dacvah berups romab negars banya dapat
digunalon  sehagai tempal tingeal pejabat atau Peguwad Negerd
Sipil Pemerintah Darrmh yang bersanghutan yang memiliki Surai
Izin Penghuninn (367,

{2) Penpgpuna Barang wajib mengoptimalkan pengganasn Barang
Milik Doeruk |'.'|-|:rul;|.|.| rurmmih STCTITTR ﬂl‘.'ll!l'.llr]Hl.lll I dun ramuak
negara golongan I dalam menunjang pelaksanaon tugas dan
fungs,

(5 Pengpuns Barang ramah negars polongan 1 dan rumah negars
polongan 1 wajib menyerahkan barang milik doerah berupa
rumah negarn yang {knk digunakan kepada Gubernuar.

Paaal 87
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(1) Surat fin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
avat (1] uotuk Tumah negara gelongan | ditandatangan
Pengelola Barmng:

2y Burat fin Penghunion sebagaimana dimakswd dalom Pasal 86
pavat (1) untuk ruomoh oegare golongan U doan golongan [N
ditandatangan Pengouna Barang.

Pasal 85
(1) Suaml dan S vang masing-masing Lerstatus Pegawal Negert
Sipll Pemerintah Daerah vang bersangkutan, hanya dapat
meiEhun aatu rumah nepara.
(21 Pengecualian terhadap ketentuan sebagiimana dimoksud poda
ayat (1) hanya dapat diberikan apabiln suaml dan st tersebut
hl:'.l'lljﬂ.l'lﬂ: damn !mrirrnr.ul:l: I:inm.il th dierah vang Berlairuan.

Fasal 849
Ketentuan  mengenai tata owod penpgunaan, pemmdahtanganan,
proghapusan, penatausahsan, pengowasan  dan pengencdalian
Barang Milik Duaernh berups Kumah Negorn dilnksanalan -Sesiind
ketentuan peraturan perundang-tievdangan.

BAB XV
SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH
Pagil 90
(1} Sistem Informasi Barang Milik Doaerah paling sedikit memunt:
n. perencanaan kebutuhan dan pengangearan;
pestrpadnin;
PCOREMNAGET
pemaninatan:
PEAEEMATIAN;
pemellharaan:
petilaian:
. pemindahmngansn;
pemusnahnm;
penghapuisan; dan
pilaksanaan pembukuan, Inventarisnsi, dan pelaporan

S8 aH g

S
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Barang Milik Dastah;
(2} Sistemy informas| sebagatmang dimaksud pada  ayat (1)
dilakzanakan secamn terpadu dan tennbegras.
(3} Penyelenggnraan sistem informasl sebagaimana dimaksud pada
avat | 1) dilaksanakan oleh Pejabat Penatauzahoon Barnng,
(%) Kerenruan letah lanjur mengenm Sistem Informas) Barang Milik

Daerah sebagmmana dimaksud pada svatl (1) berpedoman pada
Peraturan Menten veng menyclenggarakan urusan dalam negerl.

BAR XV
FEMBERIAN INSENTIF DAN TUNJANGAN
Pasal 91
(I} Pejabar atau pegawal vang melaksanakan Pengelolaan Barang
Milik Daernh vang menghasilkan penenmuan Daerab dapat
dibenkan lnsentil,
(2] Pengurus Barong dalam melaksanakon tugas matnnya dapat
diberikan tunjangan.
(3) Ketentuan  lelih  Jampul mengenal  pemberian  insentif  dan
funiangan diatur dengan Perattran Gubermur,

BAB XV
KOORINNAS
Pasal w2

(I} Koordinasi dalam Pepgeloloon Barang Milik Doerah dilakukan
untuk optimalisast penggunean don  pengelolzanoyn - datam
meniniang pembangunan Daerah,

(2} Koordinaesi sebapaimans dimaksad padn ayat (1) dilakukan oleh
Perangkat Dacrah yang membidangh amisan  pemerintahan
dibidang Pengelolaan Barang Millk Dasrah.

(3). Pengpuna  Barang dalam pelaksanaan tupgas  pokok  dan
fungsinya berkoordinast dengan Peranghat Daerah sebagoimana
dimaksud pada wyat (2]

HAR XIX
PENDANAAN
Passl 93
Pendanaan Pengelolann Barang Milik Daerah bersumber daric
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o
4. APBD; dan/atau
b, sumber lain vang sah dan tidak mengikat,

BAB MX
GANTI RUG]
Pasal W4
Schiap kerggan Deerah akibat kelaleian, penyalabgunaan - atau
pelanggaran  hukum  atas Pengelolaan Barang Milik Dacrahb
diselesalkan melalul mntuinn gant ragi sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-ondangan

BAB XXI
SANKS1 ADMINISTRATIF
FPaxal 95
(1} Setisp orang ateu badan hulom yvang melanggar ketentuan
sebagaimana dianur dalam Pasal © avat (1), Pasal 31 avat (1),
Paral 35 ayat (2, Pazal 41 syul (5}, Pasal 49 aynt (1), Pasal 55
ayal | )dan Pagal B6 avat [3) dikenakan sanksi administeatl
{2 Sanksl  pdministratil sebagmiman  dimaksad padoa ayvat (1)
berupa:
f. teguran lisan;
b. teguran tortuls;
g. denda; dan/fatnu
d. pembaralan perjanyun,
(3) Betentuan mepgenm pengenaan  osanks)  admimistratil
sebapmimana dmaksud pada ovat () dilaksanakan sesus
ketontuan peramrsn perundang-undangarn,

Paaal 96
Pengurus Bamng Pengelola, Pengurus Barang Pembontu, Penggunn
Barong vang melnngenr ketentuan sebagnimana dintur dalam Pasal
17 ayat {6), Pasal 1B nyat (5], dan Pasal 19 ayat {4) dikenakan sanks)
sesum dengen ketentuan perattirmn perumdang-vundangan

BAB XX
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KETENTUAN LAIN- LAIN
Prasal W7
Ketentuen memgenat
i Format perencanoan kéebutithan Barang Millk Dacrah:
b. Format penggunoan Barang Milik Daerah;
¢, Format laporan  hasil penelittan pemeliharaan Barang Mk
Draerah;
d, Forniat penghapusan Barang Milik Dacrah; dan
&, FOrmatl surat persetujuan
dilak=anakan sesuai denpgan ketenfuan  peraturan perundang-
ueslan .

BAR XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 08
Pemuanfeatan Barang Milik Dacrah yang telah dilalosanalan scbelum
berlakunyn Peraturan Dacrah inl, masih tetap  bBerlaku  sestid
-denghn jangka waktu perjaniion.

BAB XX1V
KETENTUAN PENUTLUP
Pasal B9

{1yPada sant Perataran Daeraly ind maelal Berlaboa, zemua peraturan
perundang-undangan mengena pengelolun barmng Milik Daerah
dinyatakan masth tetap berluku scpanjang tdak bertentangan
atoy Belum diganti denpan pernturan yang bamg berdoasarkan
Peraturan Daerah i,

() Peraturan pelaksanaan Peratupan Daeraly im haros ditetapkan
paling lama & (enam bulsn) sejak  peraturan  deerah o ind
diundangkan,

Paxal 100

Pada saat Peraturan Daerah ing mulai berlakoa:

a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokolk-Pokok
Pengelolaan Barang Milik Daerah [Lembaran Daerah  Provins
Gorontalo Tahun 2003 Nomeor 02, Tambahan Lembaran Daerab
Previnal Gorontale Nomor Seri Ejdan

b, Peraturan Gubemur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pengelolaan

Enbadiin

U FTE R, 17 Tahat SO0E Vol Bdat 1
T e A T T e sl b Ly RS O s, e st bk’ Juso pang en ©

Eratgrnan ind it detancimtang oni s vigsronk serggoneban ekt slgkmen drjorbi o B8
g by doprieah pr gyl WHH“HH#M;MH-}H]HHWMMH




- .
Barang Mililk Doerah [Berita Dacrah Previns! Gorantalo Tahun

2017 Nomor 72)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 10}
Peraturan Daerah in mulad berdaku pada mngeal diundangkan,
Agar setinp orang mengetabnmya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Dacrah mi dengan penempatannyn dalam  Lembaran

Dagrah Frovina Goronialo

Dhtetapkan di Gorontalo
Puda tanggal 13 April 2022
CGUBERNUR GURONTALC,

Tl adh B i ity abbbbran, oo
D L RLUEL) MAHIIE. & AP

Piundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 13 Aprll 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSIGORONTALD
-

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO @ [2-37/2022)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINS] GORONTALO
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BAKANG MILIK DAERAH

. UMUM
Salah satu hal penting vang periu mendapatkan perhatian dalam pemberian

layanan  publik adalah  dukungen  sarens  den presarens. Dalam  konteks
penyelenggarann pemenntahan dacrah, sarana dan prasarana  tersebut  dalam
bentuk baring milik daerah. Ketersediaun barang mulik daerah memiliki pern
strategis dolam mendukung peoyelenggnrmen  kéwenungen  pemecintabon g
memberikan layanan publik doan pade akhimya lomnan publie ersebut dapat
memngkatkan kesejahternan masyatakat schagumana fujuan pegars yang tertiang
dalam Alines IV Pembukasn UUD 1945,

Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya melakukan penataan Barang Milik
Baermb melshs Permturan Daemh Nomor 14 Tahun 2ME tentang Pokok-Pokok
Pengelolann Barang Dacrah. Keberadan peratwrsn deerah ini, sudsh tdak seaun
lagi dengan perkembangan tata kelola Barang Millk Daesrab. akibat adanyva
perubaban terbadap tata keloln Barang Milik Daerah tersebut, Pemerintah Provinst
Gorontaly mengeluarknn Peraturan Gubemur Nemor 72 Tabun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Millk Daersh. Padahal perintah untok melakukan pengaturan
terkait Penpelolaan Barang Milik Daerah acbagaimana dismanatkan aleh Perataran
Pemermtah Momaor 27 Tahun 2014 yvang kemudian dinbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 2% Tabun 2020 dan ditindaklanuti dengan Peraturan  Menteri
Dalam Negen Nomor 19 Toban 2016 perle distiur melalul Peratoran Daerah.

Oleh karena ifu, untuk mengupavakan tata kelela Barang Milik Daerah vang
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.
bailk sekaligus sebagnd upayve untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan
vang odo, mokn diperiukon kebjjakon hukum di Provinsi Gomntals  berups
Peraturan Dagrah tentang Pengelolsan Barnng Milik Daernh

[I. PASAL DEMI PASAL
Fasal 1
Cukup Jeias
FPazal 2

Hurn a
Yang dimaks=ud dengan “asaz fungsional” yaith  pengembilan
keputusan  dan  pemecahan masalab-masalah  di bedang
Perpelolaan Barang Milik Daerah vang dilaksanakon oleh Pejabat
Fenpelolaan Barang Millk Daerah  sesual  dengan  fungst.
wuu.i'n'n.n.n; dan tanggungmwabnyn.

Huraf b
Yang dimaksud dengan “asas  Kepastan o hukum®™  yaltu
Pengelolaan Barang  Milik  Daerah.  horoe.  dilaksanakan
berdasarkan  hukum dan ketentuan  peraturan perundang-
undangan.

Huruf &
Yang  dimaksad dengan  “asas  transparansi”T  yaim
peryeienggaraan  Pengelolaan  Bamng Milik  Dueomb  harus
tranaparan  terbadasp hak masyvarakar dalam  memperoleh
informast vang benar,

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas cfisiensi” yato Pengelolaan Barang

Milik Daerah disrahkon agar Barang Milik Daeerab digunakan
sesinl dengan batasan standar kebutohan yvang dipergunkan
dalam menunjang tupss pokok dan secarn optimal.

Humuf &
Yang dimaksud dengan "asas akuntabififas® yaitu Pengelolaan
Barnng Milik Dacrah harus dapat dipertanpepungjaeablom kepaadn
rakyat.
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Huruf f
Yang dimaksud kepostian niiai, pengelolann barnng milik doernb
herus dalomn rangka pencapaian kepastion nilal

Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Fasal 5

Cukup Jelas
Pazul 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pazal &

Cukup Jelas
Paxal @

Cukup Jelas
Pazul 10

Cukup Jelns
Pasal 11

Cukup Jelns
Pazal 12

Cubup Jelays
Pasal 13

Cukup Jelns.
Pasal 14

Cukup Jelas
Pazal 15

Cukp Jelaa
Paznl 16

Cukup Jelas
Fasal 17

Cukup Jelus
Paraal 18

Cukup Jelas
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Paaal 19

Cukup Jelas
Pazal Eﬂ

Cubkup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Paxal 23

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pazul 24

Cukup Jelas
Fasal 25

Cukup Jelas
Pazal 26

Cukup Jelas
Paral 27

Cukup Jelas
Pazul 28

Cukup Jelns
Pagzal 249

Cukup Jelas
Pazal 30

Cubup Jelays
Pasal 31

Cukup Jelas.
Pasual 32

Cukup Jelas
Pazal 33

Cukp Jelaa
Pasnl 34

Cukup Jelas
Fasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
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Piaal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cubkugp Jelas
Pasal 39

Cukup Jeias
Paxal 40

Cukup Jelas
Fasal 41

Cukup Jelas
Pazul 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44

Cukup Jelas
Paral 45

Cukup Jelas
Pazul 46

Cukup Jelns
Pasal 47

Cukup Jelas
Pazal 48

Cubup Jelays
Pasal 49

Cukup Jelas.
Pagal 50

Cukup Jelas
FPagni 51

Cukp Jelaa
Pasnl 53

Cukup Jelas
Fasai 53

Cukup Jelas
Praai 54

Cukup Jelas

Enbadiin

P FTE K. 17 Tahe' SS0E Paal Bdd |
“EEpeTIas EeneTrrr ooy e b innee fancaiay R ond s s g s ik o pae) wen T

B i fbih Cetancmisng e sesarm ywesirons mergppunebac: pprithoel slgkmonfa drjorbi o B8
Al g Hw-ﬂnmhﬂ“uhﬂm&ﬂiﬂﬂw}mﬂmmwﬂ




e Gl

Paaal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cubkup Jelas
Pasal 57

Cukup Jeias
Paxal 58

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pazul GO

Cukup Jelas
Fasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Puzul 64

Cukup Jelns
Pagal 65

Cukup Jelas
Pazal 66

Cubup Jelays
Pasal 67

Cukup Jelas.
Pazal B8

Cukup Jelas
Paznl Y

Cukp Jelaa
Paznl 70

Cukup Jelas
Fasal 71

Cukup Jelas
Praal 72

Cukup Jelas
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Paaal 73

Cukup Jelas
Pasal 74

Cubkug Jelas
Pasal 75

Cukup Jeias
Paxal 76

Cukup Jelas
Pasal 77

Cukup Jelas
Pazul 78

Cukup Jelas
Pasal 74

Cukup Jelas
Paszal 80

Cukup Jelas
Paral B1

Cukup Jelas
Puzul 82

Cukup Jelns
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 84

Cubup Jelays
Pasal BS

Cukup Jelas.
Pazal B

Cukup Jelas
Fasnl B7

Cukp Jelaa
Paznl 88

Cukup Jelas
Fasal Bo

Cukup Jelas
Paaal 90

Cukup Jelas
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Piaal 9]

Cukup Jelas
Pasal %

Cubkup Jelas
Pasal 03

Cukup Jeias
Paxal 94

Cukup Jelas
Fasal 95

Cukup Jelas
Pazul 36

Cukup Jelas
Fakal 97

Cukup Jelas
FPazal 93

Cukup Jelas
Pasal 99

Cukup Jelas
Pazil 100

Cubap Jelns
Pasal 101

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS] GORONTALO NOMOR ...
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